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i

ABSTRAK

Gerakan-gerakan Islam dengan pola pemahaman yang eksklusif dan
puritan mulai banyak tumbuh di Indonesia, bahkan di belahan dunia sejak abad
ke-20. Kehadiran Majelis Tafsir Al-Qur’an merupakan salah satu bentuk gerakan
Islam puritan yang tumbuh karena semangat puritan tersebut dengan jargon
mereka kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits, juga menolak berbagai bentuk
tradisi keagmaan yang menurut mereka tidak ada dalam Al-Qur’an dan Hadits.
Ideologi puritan Majelis Tafsir Al-Qur’an dihadapkan pada bentuk kontur sosial
budaya masyarakat yang berbanding terbalik dengan mereka, karena di Kabupaten
Gresik mayoritas merupakan warga Nahdlatul Ulama yang sangat kental dengan
tradisi-tradisi lokal yang masih dipegang kuat sampai sekarang. Sehingga bukan
tidak mungkin akan muncul potensi-potensi konflik antar keduannya. Beberapa
kali konflik horizontal terjadi akibat sikap esklusif Majelis Tafsir Al-Qur’an yang
diwujudkan dengan menyalahkan amaliah-amaliah warga NU, sehingga timbul
reaksi dari warga NU menolak keberadaan Majelis Tafsir Al-Qur’an di Kabupaten
Gresik.

Penelitian yang berjudul Islam Lokal vis a vis Islam Puritan Studi Kasus
Konflik antara Mejelis Tafsir Al-Qur’an dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten
Gresik, membahas tentang penyebab terjadinya konflik dan bagaimana bentuk-
bentuk konflik tersebut, selanjutnya membahas tentang upaya-upaya dalam
menyelesaiakan konflik dan kondisi pasca konflik. Tujuan skripsi ini adalah untuk
mengetahui penyebab dan bentuk konflik yang terjadi dan juga bagaimana upaya
dan kondisi pasca konflik tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
metode kualitatif, dengan terjun langsung kelapangan melakukan observasi dan
wawancara dan juga mengumpulkan berbagai data dari berbagai instansi terkait
dan media.

Dari penelitian tersebut diperoleh bahwasannya konflik internal
keagamaan yang terjadi akibat dari wujud dari sikap esklusif Majelis Tafsir Al-
Qur’an yang tidak bisa menghormati pemahaman keagamaan masyarakat sekitar,
yang menurut Khaled Abou El-Fadl  merupakan salah satu bentuk ciri dari islam
puritan. Sehingga terjadi reaksi penolakan dari warga NU atas keberadaan MTA
di Kabupaten Gresik, ini merupakan sebuah reaksi yang timbul akibat adanya
kondisi eksternal yang berlainan, yang menurut Hobbes secara psikologis
merupakan hal yang wajar dalam mekanisme diri manusia, ini juga wujud dari
sikap rasa cinta terhadap ideologi atau kelompok yang menurut Ibn Khaldun
disebut Ashobiah.

Kata Kunci: MTA, NU, Resolusi, Konflik.
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   1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah Agama atau kepercayaan yang masuk dan tumbuh berkembang di Indonesia, dalam perkembangannya bersentuhan dengan budaya lokal yang ada, bahkan budaya tersebut sudah ada jauh sebelum agama tersebut datang ke Indonesia. hasil dari akulturasi budaya tersebut menjadikan sebuah identitas keberagamaan yang sesuai dengan tempat dimana agama tersebut ada, tetapi tidak meninggalkan hukum pokok agama tersebut dan bisa menyesuaikan antara konteks dengan teks. Namun dalam perjalanannya, agama juga tidak bisa lepas dari perkembangan kehidupan sosial, dan tentu saja tidak terlepas dari konflik, karena konflik berangkat dari interaksi sosial masyarakat.1 Apalagi mengingat kondisi Indonesia yang sangat plural, Sehingga bisa dikatakan meskipun Indonesia merupakan negara yang plural dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi toleransi, tentunya tidak terlepas dari fenomena-fenomena konflik, entah itu konflik agama, budaya, ras, suku maupun yang lainnya. Begitu juga dengan Islam, di Indonesia juga dalam sejarahnya datang dan tumbuh berkembang di Indonesia bersentuhan dengan budaya lokal yang ada. Sehingga corak keislaman yang ada di Indonesia diwarnai dengan budaya dimana                                                       1Achmad Fedyani Saifuddin, Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis 
Mengenai Paradigma (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), 325.  
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2   Islam itu tumbuh dan berkembang, yaitu sesuai dengan budaya Indonesia. Pada masa sekarang model keislaman khas nusantara yang kaya akan warisan budaya lokal masih terus dijaga dan dipertahankan sebagai wujud bahwa Islam merupakan agama yang rahmatanlilalamin. Maka dari itu akhir-akhir ini kita mengenal istilah Islam Nusantara sebagai identitas keislaman ala Indonesia, yang menjadi ciri khas keislaman yang mainstream bagi sebagian besar masyarakat Indonesia karena memang karakter masyarakat Indonesia yang sangat kuat dalam menjaga tradisi.  Salah satu Organisasi keislaman di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi islam terbesar menyatakan bahwa Islam Nusantara adalah identitas keislaman mereka, warga Nahdliyin di kenal sangat menjaga tradisi leluhur yang tentunya sangat sesuai dengan syariah Islam sehingga nilai-nilai luhur bisa diterima sepanjang tidak menyalahi syariat Islam. Dilihat dari cara ibadah mereka dan kegiatan keagamaan mereka yang sangat kental dengan tradisi lokal dan nilai-nilai luhur budaya setempat, seperti tahlilan, selametan, 
istighasah, wiridan, thariqat dll. Tidak heran dari Aceh sampai Merauke banyak warga Nahdliyin yang terus menjaga dan  melestarikan tradisi keislaman mereka, dengan corak khas budaya masing–masing daerah setempat. Ini juga menjadi alasan tersendiri kenapa NU bisa menjadi mainstream keislaman di Indonesia yang terbesar, karena daya tarik dari NU yang memiliki ciri khas keisalaman yang ramah terhadap tradisi lokal yang ada. Tetapi seiring dengan waktu dan perkembangan zaman dalam perkembangan Islam di Indonesia pada Abad ke-20 dan ke-21 ketika 
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3   kecenderungan akan kebangkitan Islam banyak didengungkan di berbagai belahan dunia yang disebabkan oleh semangat perjuangan menentang kolonialisme dan westernisasi yang dianggap telah melemahkan dunia Islam, dan dikarenakan muncul penolakan-penolakan atas bentuk demokrasi ala barat yang berusaha ditransfer kepada negara-negara lain yang memiliki sistem sosio-kultural yang berbeda dengan barat.2  Berangkat dari semangat penolakan itu bermunculan gerakan–gerakan yang mengatasnamakan Islam yang bersifat fundamental, revivalis, dan puritan. Yang semuanya memiliki ciri khas yang sama yaitu menginginkan nilai-nilai Islam ala mereka diterapkan dalam segala bentuk interaksi dalam kehidupan masyarakat dengan jargon mereka “kembali kepada al-Qur’an dan Hadits”, karena mereka menilai Islam harus menjadi superior di Dunia, sehingga mereka berusaha dengan mengatasnamakan agama berusaha untuk membersihkan segala bentuk budaya yang mereka anggap tidak sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan pemahaman mereka terhadap teks suci hanya memahami secara tekstual bukan secara kontekstual yang lebih mendalam. Gerakan Islam Puritan, identik dengan fundamental, fanatik dan islamis.3 Yang menurut Khaled Abou El Fadl, istilah puritan lebih mencirikan terhadap kelompok tertentu, dalam hal keyakinan menganut absolutisme dan tidak mengenal kompromi. Dalam banyak hal, orientasi kelompok ini cenderung puris,                                                       2 Pierpaolo Donati, Religion and Democracy in the Post-Modern World: The Possibility 
of a “Religiously Qualified” Public Sphere (Vatican : Political Academy of Social Science. 2001), 323. 3 Iklila Nur Afida, “Konflik Antara Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) dan Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Praktek Keagamaan di Kabupaten Bantul” (Skripsi tidak di terbitkan, Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), 12. 
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4   dalam arti tidak toleran terhadap berbagai sudut pandang yang berkompetisi dan tidak memandang realitas pluralis sebagai bentuk kebenaran sejati.4 Gerakan ini juga identik sebagai gerakan Salafi yang senantiasa menjauhkan diri mereka dari tahayyul, bid’ah dan khurafat.  Salafi menekankan ajaranya pada Tauhid, berorientasi pada teks al-Qur’an dan Sunnah dengan menanggalkan fungsi-fungsi logika serta subyektifitas dalam memahami keduanya.5 Dalam memahami teks suci mereka hanya melihat pada teks bukan menafsirkannya dengan menyesuaikan konteks. Maka dari itu dalam semangat gerakan mereka inilah mereka juga berusaha menghilangkan semua hal termasuk budaya-budaya lokal yang selama ini mewarnai corak keislaman di masyarakat, karena mereka menganggap budaya tersebut tidak sesuai dan tidak pernah ada dalam islam. Mereka menolak terhadap unsur keagamaan yang berakulturasi dengan budaya lokal dianggap adalah bid’ah dan tidak ada dasarnya dalam al-Qur’an maupun Hadits. Sikap mereka inilah yang dapat menimbulkan gesekan dalam masyarakat, sehingga menyebabkan timbulnya konflik dalam masyarakat. Salah satu dari wujud Gerakan tersebut berdirinya sebuah organisasi yang bersifat puritan dan fundamental yaitu Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA). MTA dengan semangat puritannya seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Shofiyuddin Ichsan dalam karyanya, bahwa MTA berusaha mengikis pengamalan-pengamalan agama di masyarakat yang mereka anggap telah melenceng dari sumber dasar                                                       4 Khaled Abou El-Fadl,  Selamatkan Islam dari Muslim Puritan (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 18. 5 Agus Moh. Najib dkk, Gerakan Wahabi di Indonesia ( Dialog dan Kritik)  (Yogyakarta: Bina Harfa, 2009), 310. 
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5   Syariat Islam. MTA tanpa kompromi berusaha membersihkan Islam dari segala bentuk yang di anggap oleh mereka syirik dan bid’ah.6 Akibat dari sikap mereka muncul konflik yang timbul akibat dari pertentangan masyarakat karena di anggap telah menghina dan melecehkan tradisi yang sudah lama dipegang teguh oleh masyarakat.   Ini juga terjadi di Kabupaten Gresik, konflik dalam masyarakat muncul akibat dari sikap MTA yang menolak tradisi lokal yang ada dan dianggap melecehkan tradisi masyarakat setempat. Sikap MTA yang mirip dengan gerakan puritanisme Wahabi, sehingga sebagian pengamat menggolongkan MTA sebagai bagian dari gerakan (neo) Salafi yang tumbuh subur sejak dasawarsa terakhir.7 Di Kabupaten Gresik sudah terjadi beberapa kali gesekan antara masyarakat setempat dengan jamaah Majelis Tafsir Al-Qur’an, tercatat ada usaha pengusiran terhadap jamaah Majelis Tafsir Al-Qur’an yang sebelumnya didahului dengan konflik horizontal dengan masyarakat sekitar.  Tindakan masyarakat tersebut didasarkan pada keresahan mereka terhadap kegiatan dan ajaran Majelis Tafsir Al-Qur’an, ini juga karena sikap dari jamaah Majelis Tafsir Al-Qur’an yang tidak bisa menghormati budaya maupun ritual-ritual keislaman yang dilakukan oleh masyarakat setempat, yang notabenya masyarakat sekitar merupakan warga Nahdliyin. Padahal di ketahui awalnya MTA aman-aman saja melakukan kegiatan mereka, tetapi ketika beberapa jamaah dari                                                       6 Ahmad Shofiyuddin Ichsan, “Membumikan Islam Puritan di Jawa (Studi Atas Dinamika Pertumbuhan Gerakan Majelis Tafsir Al-Qur’an di Yogyakarta dan Jawa Tengah)” (Tesis tidak diterbitkan, CRCS Universitas Gadjah Mada 2014), 2. 7 Sunarwoto, “Gerakan Religio-Kultural MTA Dakwah, Mobilisasi dan Tafsir-Tanding”, 
Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Akaruna, Vol. 8:2 (Juli-Desember 2012), 154. 
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6   MTA tidak bisa menghormati masyarakat sekitar dan mispresepsi terhadap budaya masyarakat sekitar sampai mulai menghina budaya dan ajaran masyarakat sekitar, di situ mulailah timbul gesekan antara masyarakat yang mayoritas warga 
Nahdliyin dengan jamaah MTA. Mispresepsi seperti ini memang di nilai akan mempertinggi potensi konflik, pertikaian dan sewaktu-waktu bisa saja meletup menjadi tindak konflik kekerasan.8  Tidak hanya sampai konflik dengan masyarakat setempat, gesekan sosial ini juga menyebabkan beberapa elemen masyarakat termasuk organisasi keislaman NU melalui BANSER dan beberapa tokoh masyarakat juga ikut bereaksi terhadap adanya MTA di Kabupaten Gresik, dan menentang adanya MTA di Kabupaten Gresik. Memang jika kita hanya melihat dari media social konflik ini bisa di bilang merupakan konflik yang kecil dan awam terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat ketika ada dua belah pihak yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi jika kita melihat yang terjadi secara keseluruhan konflik antara MTA dan warga NU di Kabupaten Gresik ini cukup rumit, sehingga jika tidak segera dilakukan langkah resolusi konflik bukan tidak mungkin akan muncul konflik yang lebih besar dengan disertai tindakan pengerusakan dan tindak kekerasan. Sebagai contoh saja jika konflik ini tidak segera ditangani, ada salah satu tokoh masyarakat yang cukup masyhur di Gresik yaitu K.H Masbuhin Faqih, beliau merupakan pimpinan dan pengasuh Ponpes Mambaus Shalihin yang berada                                                       8 Suprapto, Semerbak Dupa di Pulau Seribu Masjid  (Kontestasi, Integrasi dan Resolusi 
Konflik Hindu-Muslim) (Jakarta: Kencana, 2013), x.  
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7   di Daerah Suci kecamatan Manyar. Kyai Buhin dengan tegas menolak keberadaan MTA di Gresik. Bahkan beliau sempat berucap jika Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tidak mau mengambil tindakan atas keberadaan MTA yang meresahkan masyarakat, beliau siap mau mengirim seluruh santrinya untuk berdemonstrasi di kantor Pemda Gresik. Bisa dibayangkan saat itu jika tidak segera mengambil tindakan berapa ratus orang yang akan turun, mengingat santri Mambaus Shalihin cukup banyak karena merupakan salah satu pondok pesantren yang terbesar di Gresik.9 Hal ini sangat menarik untuk di teliti meskipun konflik ini terjadi 4 tahun yang lalu sekitar akhir tahun 2013 sampai awal tahun 2014, tetapi peneliti memiliki ketertarikan akan konflik ini, dimana dengan fenomena konflik yang demikian, tetapi pasca konflik dan sampai sekarang kondisi kembali seperti semula, bahkan MTA sekarang sudah bebas kembali beraktifitas. Resolusi konflik dan tindakan yang dilakukan oleh elemen Pemerintahan Kabupaten Gresik cukup menarik untuk diteliti lebih dalam. Bagaimana mereka bisa meredam konflik tersebut dan bagaimana mereka bisa memanajemen konflik tersebut sehingga tidak terjadi lagi eskalasi yang lebih luas. Dengan demikian, adanya fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Islam Lokal vis a vis Islam Puritan (Studi Kasus Konflik antara Majelis Tafsir Al-Qur’an dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Gresik)”. 

                                                       9 Zainal Abidin, Wawancara, Kantor MUI Gresik, 05 April 2018. 
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8    

B. Rumusan Masalah Di dalam melakukan sebuah penelitian, rumusan masalah memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan gambaran umum pada latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Apa faktor penyebab konflik dan bentuk-bentuk Konflik antara Majelis Tafsir Al Qur’an (MTA) dan warga Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Gresik ? 2. Bagaimana upaya-upaya resolusi konflik yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut ? 3. Bagaimana kondisi pasca konflik ?  
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :  1. Untuk mengetahui faktor penyebab dan bentuk-bentuk konflik antara MTA dan NU di Kabupaten Gresik. 2. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam manajemen dan resolusi konflik yang terjadi, antara MTA dan NU di Kabupaten Gresik. 3. Mengetahui kondisi pasca konflik.     
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9    D. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritik Dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang konflik keagamaan dalam kehidupan masyarakat dan juga memberi pengetahuan dalam penyelesaian konflik internal keagama’an. 
2. Secara praktis Penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi setiap orang khususnya pembaca dalam menangani koflik di masyarakat.  

E. Tinjauan Pustaka Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan Majelis Tafsir Indonesia dan konflik yang timbul dari sikap para pengikut Majelis Tafsir di Indonesia. Di antaranya penelitian Individual yang dilakukan oleh Iklia Nur Farida dalam hasil penelitianya yang berjudul “Konflik Antara Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Praktek Keagama’an di Kabupaten Bantul”, penelitian ini membahas bagaimana penyebab konflik tersebut bisa terjadi dan faktor-faktor seperti apa yang menjadi penyebab terjadi konflik. Penelitian ini lebih menekankan pada faktor politik yang mempengaruhi konflik tersebut sehingga menjadi alasan terjadinya konflik tersebut. Hasil penelitian yang ditulis oleh Ahmad Shofiyuddin Ichsan, yang berjudul “Membumikan Islam Puritan di Jawa (Studi Atas Dinamika 



    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  

10   Pertumbuhan Gerakan Majelis Tafsir Al-Qur’an di Yogyakarta dan Jawa Tengah)”, penelitian ini menekankan pada kajian telaah terhadap pertumbuhan organisasi Majelis Tafsir Al-Qur’an yang identik dengan purifikasi keislaman mereka. Bagaimana mereka bisa tumbuh dan berkembang di tengah-tengah perlawanan masyarakat Jawa yang tetap memegang teguh budaya tradisi Jawa. Artikel yang ditulis oleh Sunarwoto, yang berjudul “Gerakan Religio-Kultural MTA Dakwah, Mobilisasi dan Tafsir-Tanding”, dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Afkaruna, membahas bagaimana model dakwah Majelis Tafsir Al-Qur’an dan strategi dakwah mereka sehingga dakwah mereka bisa berhasil sampai saat ini. Pemaparan dari beberapa penelitian terkait dengan Majedlis Tafsir Al-Qur’an menegaskan masih terbuka peluang kesempatan untuk penulis, melakukan penelitian dengan tema benturan ideologi dan budaya puritanisme dengan tradisionalisme antara MTA dan NU di Kabupaten Gresik. Peneliti juga memiliki peluang karena belum ada penelitian sebelumnya tentang telaah konflik antara MTA dan NU yang menekankan pada kajian konflik dan resolusi konflik  
F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.10                                                       10 Lexy J. Moleong. Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2001), 4. 
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11   Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.11 Di samping itu penelitian kualitatif dipandang sebagai satu-satunya cara yang paling handal dan relevan untuk bisa memahami fenomena sosial (tindakan manusia).12 Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara pada subyek penelitian (informan).13 Ini juga bertujuan untuk mengambil data di lapangan tentang konflik MTA dan NU di Kabupaten Gresik. 
2. Data dan sumber data Data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah data di lapangan yang menjelaskan bagaimana konflik itu terjadi dan apa penyebab konflik tersebut terjadi. Tentunya data ini bersumber dari masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian konflik. Selain itu dalam penelitian ini juga mengambil data kepustakaan yang di dapat dari literai-literasi yang terkait dengan NU dan MTA dan juga teori-teori konflik dan resolusi konflik. Penulis juga mendapatkan data dari media-media informasi yang berkaitan dengan konflik NU dan MTA di Kabupaten Gresik. 
3. Metode pengumpulan data                                                       11 Ibid, 6. 12 Burhan Bungin, Metodologi Kualitatif (Jakarta:Raja GrafindoPersada, 2006), 30. 13 Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004),  5. 
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12   Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: a. Observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mana peneliti melakukan pengamatan dilakukan secara sengaja dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki.14 Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Yang menjelaskan bagaimana bentuk konflik itu dan dampak dari konflik tersebut. Dan juga kondisi pasca konflik. 
b. Wawancara mendalam (Indept interview). Wawancara sendiri adalah suatu proses percakapan dengan informan untuk mendapatkan informasi mengenai orang, kejadian, kegiatan, dan sebagainya yang dilakukan kepada sumber primer. Metode ini dilakukan untuk mengetahui alasan yang mendasari terjadinya konflik. Melalui wawancara kepada beberapa informan yang mengetahui kejadian dan alasan terjadinya konflik. 
c. Dokumentasi. Beberapa sumber informasi di peroleh melalui beberapa dokumentasi dalam bentuk video, foto maupun beberapa artikel di beberapa media yang terkait dengan konflik tersebut. Selain itu juga dari beberapa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terkait dengan konflik tersebut.                                                        14 Joko Subagyo, Metode Penelitian (Jakarta:Rineka Cipta,2004), 63. 



    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  

13    
4. Metode analisis data Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti.15 Dalam metode analisa data, peneliti menggunakan analisa data deskriptif-kualitatif. Dalam metode analisa data, peneliti menggunakan analisa data kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Langkah-langkah analisa data diantaranya sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan serta verifikasi. Pertama, pengumpulan data, yaitu sesuai dengan cara memperoleh data dengan wawancara dan observasi. Kedua reduksi data, pada proses ini, data dicatat kembali dengan memilah dan memilih data yang paling penting kemudian memfokuskan pada data pokok. Ketiga penyajian data, setelah data di reduksi kemudian data disajikan. Dengan tujuan agar mudah dipahami biasanya penyajian data dalam penelitian kualitatif bersifat naratif. Terakhir setelah reduksi data, penyajian data selanjutnya adalah kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada proses pengumpulan data berikutnya, begitupun sebaliknya jika ditemukan bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang disampaikan merupakan kesimpulan yang kredibel.                                                        15 Noeng Muhadjir,  Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996), 104. 
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14     
G. Sistematika Penulisan  Agar skripsi ini dapat mengarah pada tujuan yang diharapkan, maka akan disusun sistematika. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing membicarakan masalah yang berbeda, namun saling memiliki keterkaitan. Secara rinci, pembahasan masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut: Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan gambaran objek kajian secara general. Pada bab ini akan memuat pembahasan yang meliputi latar belakang yang berisi hal-hal yang menarik untuk diteliti, sehingga penulis merasa ingin untuk meneliti lebih dalam tentang hal yang menarik pada objek penelitian tersebut. Kemudian dilanjutkan rumusan masalah yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya pertanyaan tersebut akan mengantarkan pada fokus kajian dalam skripsi ini dan fokus kajian dalam skripsi ini akan diperjelas pada tujuan penelitian. Selanjutnya, manfaat penelitian pada kajian ini berisi manfaat penelitian yang lebih mengedepankan tingkat kebutuhan pembaca terutama kalangan akademisi. Kemudian dilanjutkan dengan menyajikan telaah pustaka guna mengetahui sejauh mana topik pebahasan yang akan dikaji oleh penulis berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Setelah itu, metode penelitian yang berisi cara-cara mendapatkan data penelitian secara sistematis sehingga akan tercapai bentuk penelitian yang baik. Yang terakhir adalah 



    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  

15   sistematika penulisan yang berisi informasi-informasi yang akan dibahas pada bab-bab yang telah ada.  Bab kedua, bab ini membahas landasan teori tentang konflik. Meliputi pengertian konflik, teori konflik, jenis-jenis konflik, sebab-sebab timbulnya konflik sampai pada resolusi dan manajemen konflik.  Bab ketiga, bab ini tentang deskriptif data, profil yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dikaji, hal-hal yang berkaitan tersebut berupa sejarah, letak dan kondisi geografis, Pemerintahan dan demografis.  Bab keempat, berisi hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang meliputi gambaran umum MTA dan NU, ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara umum tentang MTA ataupun NU. Selanjutnya penjelasan tentang konflik yang terjadi antara MTA dan NU di Kabupaten Gresik, dari mulai penyebab terjadinya konflik, penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dan juga kondisi pasca konflik. Analisis  ini merupakan  hasil uraian  yang dilakukan oleh penulis  guna  mendapatkan  pemahaman  yang  mendalam  tentang konflik yang terjadi antara NU dan MTA di Kabupaten Gresik.. Bab kelima, bab ini berisi penutup yang merupakan kesimpulan dari rumusan masalah yang ada di atas. Dalam penulisan kesimpulan, penulis menyimpulkannya dalam bentuk paragraf yang berisi poin-poin penjelasan yang fokus dari rumusan masalah.  
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 16 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konflik  Konflik merupakan sebuah hal yang akan selalu ada dalam kehidupan sosial, bahkan konflik sudah menjadi bagian dari pembentuk sistem sosial. Dari segi ilmu sosial khususnya ilmu antropologi Konflik di pandang juga sebagai sebuah indikator perubahan, dimana melalui gejala konflik orang dapat mengetahui bentuk dan corak perubahan sosial dan kebudayaan yang tengah melanda suatu masyarakat.1 Karena konflik juga berangkat dari interaksi sosial masyarakat. Banyak orang menyimpulkan bahwa kehidupan sosial bisa dikatakan baik jika di dalam kelompok sosial ada rasa atau wujud kekompakan yang kuat. padahal jika kita menyimpulkan demikian maka kita sama saja menghilangkan wujud penyebab dari kekompakan dan konflik yang mendasar yang ada pada kelompok atau kehidupan sosial tersebut, jadi kehidupan sosial pada intinya tidak dapat dipisahkan dari konflik dan salah satu ciri dari kehidupan sosial ditandai dengan adanya ketegangan–ketegangan yang laten dan konflik periodik.2                                                            1 Achmad Fedyani Saifuddin, Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis 
Mengenai Paradigma (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), 325.  2 Doyle Paul Jhonson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Terj. Robert M. Z. Lawang  (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1986), 269. 
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17   Sehingga bisa dikatakan bahwa konflik bersifat inheren, artinya konflik akan selalu ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja.3 Dan merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah interaksi di antara dua pihak.4 Menurut Suprapto ini dikarenakan dalam kehidupan manusia tidak akan bisa memiliki kesamaan yang persis dalam segala hal, pasti ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Karena konflik merupakan sesuatu yang sangat alamiah yang menyertai pola interaksi antar manusia dan akan selalu hadir dalam kehidupan sosial.5 Jika dikaitkan dengan kehidupan sosial yang majemuk seperti di Indonesia ini, Alo Lliliweri memandang konflik sebagai suatu bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berbeda etnik yang memiliki, atau merasa memiliki sasaran atau tujuan atas tindakan yang dilakukan yang tidak sejalan. Bentuk pertentangan alamiah tersebut dihasilkan oleh individu atau kelompok etnik, baik intraetnik atau antaretnik, yang memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai-nilai atau kebutuhan dan juga didukung oleh motivasi dari tindakan yang memicu konflik tersebut.6  Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:                                                            3 Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahan (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 347. 4 Wisnu Suhardono, “Konflik dan Resolusi”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol.II No.1 (Juni, 2015), 2. 5 Suprapto, Semerbak Dupa di Pulau Seribu Masjid  (Kontestasi, Integrasi dan Resolusi 
Konflik Hindu-Muslim) (Jakarta: Kencana, 2013), 30. 6 Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat 
Multikultur (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), 146. 
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18   Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan7  Tetapi meskipun konflik merupakan sebuah hal yang alamiah terjadi, bukan berarti setiap konflik yang terjadi pasti berkaitan dengan tindak kekerasan,  karena konflik tidak bisa hanya diartikan sebagai kata untuk makna khusus bagi pertikaian yang timbul kekerasan didalamnya. Pernyataan ini juga didukung oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubbin, menurut mereka anggapan bahwa setiap interaksi sosial harus melibatkan konflik itu adalah anggapan yang salah.8 Secara etimologis konflik berasal dari bahasa latin ”con” yang artinya bersama dan “fligere” yang artinya benturan atau tabrakan.9 Webster mengartikan istilah conflict di dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi kemudia arti kata ini berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang sudah menyentuh aspek psikologis dibalik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri, sehingga jika diambil makna terbatas berdasarkan defnisi Webster konflik berarti perbedaan kepentingan (perceived 

divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang                                                            7 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 1. 8Dean G, Pruitt dan Jeffrey Z, Rubbin, Teori Konflik Sosial, terj. Helly P. Soetjipto dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 13. 9 M.Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, 347. 
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19   berkonflik tidak dapat dicapai saat itu juga atau simultan.10 Sehingga dengan adanya fenomena konflik ini para ilmuan akhirnya memunculkan teori-teori konflik untuk menjelaskan apa itu konflik dan apa saja yang ada dalam konflik. 
1. Teori Konflik Teori konflik sosial bisa juga di katakan sebagai salah satu prespektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda di mana komponen yang satu berusaha menaklukan kepentingan yang lain guna memenuhi kepentingan atau memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.11  Teori-teori konflik memang lahir atas kritik terhadap kekurangan dari teori fungsionalisme struktural, ktik-kritik tajam pada saat itu mulai ditujukan pada teori fungsionalisme struktural yang dikritik telah mengesampingkan akan adanya konflik dan perubahan. Selain itu meluasnya dogma teori struktural fungsional yang menurut sebagaian tokoh sudah tidak lagi relevan dengan perubahan dan perkembangan sosial menjadikan teori konflik ini muncul.12  Sehingga konflik pada saat itu baru sebagai sebuah gejala maupun pendekatan, dan para antropolog mulai berupaya untuk menemukan alternatif-alternatif baru,  salah satu yang di tanggapi paling cepat adalah model                                                            10 Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Teori Konflik  Sosial, terj. Helly P. Soetjipto dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 9-10. 11Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahan (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 364. 12 Suhermanto Ja’far,”Agama, Konflik, Integrasi dan Masyarakat Komunikatif”, dalam 
Resolusi Konflik Islam Indonesia, ed. Thoha Hamim dkk (Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007), 139. 
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20   konflik.13 Meskipun begitu teori konflik juga dinilai tidak bisa lantas lepas total dari teori fungsionalisme struktural. Ini dikarenakan teori konflik tidak pernah lepas dari fungsionalisme struktural dalam melihat fakta sosial, sehingga bisa dikatakan sebagai teori turunan dari fungsionalisme struktural. Jika dianalisis perbedaan antara fungsionalis struktural dan teori konflik bisa di jabarkan sebagai berikut, pertama menurut para penganut fungsionalisme struktural masyarakat adalah statis atau bisa dikatakan masyarakat berubah dalam keadaan yang seimbang, sedangkan menurut para teoritisi konflik setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan. 
Kedua fungsinalisme struktural menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. 
Ketiga fungsionalisme struktural menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas, sedangkan teori konflik lebih melihat disintegrasi dan perubahan dalam masyarakat, karena menurut mereka setiap elemen masyarakat ikut menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan yang terjadi. Sedangkan dari fokus sudut pandang kajianya fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal diikat oleh norma nilai dan moral, sedangkan teoritisi konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas. Selanjutya fungsionalis memusatkan perhatian pada kohesi                                                            13 Achmad Fedyani Saifuddin, Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis 

Mengenai Paradigma (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), 325.  
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21   yang diciptakan nilai bersama masyarakat, sedangkan konflik menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.14 Sehingga mayoritas dari teoritisi konflik lebih memusatkan perhatiannya pada struktur sosial yang luas atau makro, banyak juga kritikan terhadap teori konflik terutama dari peneliti yang memusatkan perhatiannya pada individu, karena dinilai hanya berpusat pada kajian makro dan mengabaikan ciri-ciri psikologis individu yang menempati posisi itu, tetapi oleh Dahrendorf menilai jika orang yang melakukan pendekatan yang berpusat pada individu bukanlah Sosiolog.15 Hal inilah terkadang teori konflik juga memiliki perdebatan di dalamnya, bahwa ada juga yang menilai bahwa pergolakan batin dalam diri juga bisa dikatakan sebagai konflik. Dari sudut pandang Psikologis konflik juga bisa diuraikan bahwa kepribadian individu juga mempengaruhi konflik tersebut, seperti yang dikemukkan oleh Thomas Hobbes, pada dasarnya dorongan utama dari tindakan manusia diformulasikan dengan beberapa tingkatan, manusia dengan keinginannya terus menerus dan kegelisahannya akan kekuasaan setelah berkuasa, artinya ada rasa ingin berkuasa akan berhenti jika sudah meninggal. Ini terwujud dalam dua hal, seorang raja dan problematikanya karena keinginan untuk berkuasa adalah sesuatu hal yang tak pernah mengalami kepuasan.16                                                             14 George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, Terj. Triwibowo B.S  (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 148. 15 Ibid, 149. 16 Wardi Bachtiar, Sosiologi Klasik Dari Comte Hingga Parsons, ( Bandung: Remaja Rosdiakarya, 200), 108 ; M. Wahid Nur Tulaeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern”, Jurnal AL-HIKMAH, Vol, 3 No.1 (Januari, 2017), 36. 
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22   Perdebatan mengenai teori konflik akan terus berlanjut seiring dengan berkembangnya ilmu pengeteahuan. Karena pada dasarnya setiap teori itu tidak muncul begitu saja, melainkan selalu terkait atau dipengaruhi oleh zeitgiest (jiwa zaman), apakah itu aspek temporal (waktu) dan spasial (ruang/tempat), inilah yang menyebabkan sesalu ada penyempurnaan dari teori yang pernah berlaku sebelumnya. Meskipun begitu teori-teori lama tidak akan usang dengan munculnya teori-teori yang baru, karena ilmu pengetahuan yang melupakan pendirinya akan tenggelam atau paling tidak akan mengalami banyak kesulitan.17  Seperti jika kita ingin memahami teori konflik kelas dari Ralf Dahrendorf kita tidak dapat memahaminya secara utuh jika kita tidak membaca atau memahami teori konflik kelas dari Karl Max, karena sejatinya teori konflik kelas Ralf Dahrendorf merupakan sebuah koreksi dari perkembangan teori konflik kelas Karl Max. Jonathan Turner juga menambahkan bahwasanya tidak ada definisi konflik yang jelas, yang menunjukkan yang mana seharusnya disebut sebagai konflik, sebab banyak istilah yang digunakan untuk menyebut istilah konflik seperti permusuhan, perang, persaingan, antagonisme, tekanan, pertengkaran, perbedaan pendapat, kekejaman, revolusi, perselisihan, dan sebagainya. Istilah konflik juga menurut Turner tampak mengambang karena analisis tentang konflik, apakah yang dinamakan konflik itu antara individu atau kelompok                                                            17 Dewa Agung Gede Agung, “Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial Dalam Prespektif Struktural Fungsional Dan  Struktural Konflik”, Jurnal Sejarah dan Budaya, Vol, 9 No. 2 (Desember 2015), 162. 
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23   dengan individu, kelas-kelas sosial, organisasi atau antar bangsa. Selanjutnya teori konflik juga dinilai jauh dari akarnya, yaitu teori Karl Marx sehingga teori konflik sulit terlepas dari teori struktural fungsional karena merupakan reaksi dari struktural fungsional.18 Maka dari itu seperti apa yang dikatakan oleh M. Zeitlin menilai bahwa teori konflik merupakan sebuah istilah yang samar-samar, sebagaimana yang dapat kita lihat pada sederetan tokoh dalam sejarah yang mewakilinya seperti Ibn Khaldun, Machieavelli, Bodin, Hobbes, Huge, Ferguson, Smith, Malthus. Perbedaan serta persamaaan intelektual diantara para pemikir tersebut sangatlah penting. Maka diketahui bahwa pokok pemikiran setiap intelektual teori konflik ini sangat beragam, bahkan dalam prespektif masing-masing ada yang bertentangan. Dengan demikian adanya bisa di lihat bahwa tidak ada keuntungan intelektual jika memperdebatkan definisi teori konflik, terlebih lagi jika teori ini dimaksudkan sebagai alternatif bagi fungsionalisme struktural.19 Sehingga bisa dikatakan perbedaan dari beberapa para ahli teori konflik tidak bisa dipermasalahkan karena setiap teori memiliki fokus dan ciri masing-masing, dan bisa saling melengkapi.  Sehingga istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Lewis coser dalam bukunya yang                                                            18 Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahan (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 370. 19 Irving M. Zeitlin, Memahami Kembali Sosiologi Krtik Terhadap Teori Sosiologi 
Kontemporer, terj. Anshori dkk (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 155-156. 
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24   berjudul “The Fungtions of Social Conflict”, mengemukakan bahwa tidak ada teori konflik sosial yang mampu merangkum seluruh fenomena tersebut.20 Dengan demikian teori konflik berarti beberapa teori atau sekumpulan teori yang menjelaskan tentang peranan konflik, terutama antara kelompok-kelompok dan kelas-kelas dalam kehidupan sosial masyarakat.21 Di antara beberapa teori-teori konflik dari beberapa ilmuan adalah. 
a. Teori Konflik Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes penyebab konflik ditemukan dalam hakikat manusia itu sendiri. Pemikiran Hobbes memang cenderung memandang konflik dari segi psikologis manusia. Hobbes menggambarkan manusia sebagai sebuah mesin, didalamnya membawa materialisme mekanistik ke dalam ilmu sosial. Dia menerjemahkan materialisme ilmiah ke tingkat manusia sebagai psikologi stimulus-respons yang masih kasar. Suatu obyek menstimulasi gerakan yang internal bagi organisme, yang secara subyektif di alami sebagai hasrat, sehingga jika hasrat itu adalah selera dan keinginan, mesin manusia bergerak ke arah obyek, begitu juga sebaliknya apabila yang terjadi adalah rasa tidak suka maka mesin manusia akan bergerak menjauh. Jadi, tipe hasrat yang distimulasi oleh obyek eksternal menentukan arah individu.22                                                            20 Lewis A. Coser, The Fungtions of Social Conflict (New York: The Press, 1956), 7; Irving M. Zeitlin, Memahami Kembali Sosiologi Krtik Terhadap Teori Sosiologi 

Kontemporer, terj. Anshori dkk (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 156. 21 David Jary dan Julia Jary, Sociology Dictionary (New york: Harper Collins, 1991), 76; M. Wahid Nur Tualeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern”, Jurnal Al-
Hikmah, Vol. 3 No. 1 (Januari, 2017), 34.  22 Achmad Fedyani Saifuddin, Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis 
Mengenai Paradigma (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), 342.  
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25   Secara mekanik jika seseorang itu suka maka dia mendekat, jika dia merasa terancam dia akan menjauh, dan bisa jadi jika rasa tidak suka tersebut yang distimulus oleh faktor eksternal mejadikan dia akan melawan, karena dia merasa khawatir dan takut. Dari model mekanistik Hobbes tersebut dikembangkan konsep baik dan buruk. Sebuah hal yang diterima merupakan hal yang baik, dan sebuah hal yang ditolak adalah hal yang buruk menurut dia. Tetapi baik dan buruk merupakan sebuah hal yang relatif.23 Tidak keseluruhan hal yang dianggap baik oleh seseorang akan dianggap baik juga oleh orang lain, begitu juga sebaliknya. Dan juga tidak keseluruhan hal yang di anggap buruk dalam masa itu akan tetap juga di anggap buruk di masa yang akan datang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Hobbes menilai pada dasarnya dorngan utama dari tindakan manusia diformulasikan sebagai sebuah keinginan yang terus-menerus yang juga di dorong oleh kegelisahan akan kekuasaanya setelah dia berkuasa.24 Menurut hobbes konflik selain karena kompetisi dan ketakutan, dia juga menyebutkan tentang pemujaan diri sendiri yang memberikan kontribusi besar bagi sebuah konflik atau perang. Pada dasarnya setiap orang ingin agar orang lain berfikir tentang dirinya sebagaimana dia berfikir tentang dirinya. Ini berakibat, setiap orang akan siap untuk menhancurkan orang lain yang menhina dirinya, karena di                                                            23 Ibid., 343. 24 M. Wahid Nur Tualeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern”, Jurnal Al-
Hikmah, Vol. 3 No. 1 (Januari, 2017), 36.  
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26   anggap status adalah sebuah esensial bagi preservasi diri sendiri.25  Pemikiran Hobbes memang di pengaruhi karena Hobbes tinggal di Inggris yang notabenya merupakan sebuah negara monarki, sehingga lebih banyak dia menelaah tentang sistem pemerintahan monarki dan Raja sebagai pemimpinya. Menurut Hobbes monarki dalam mencapai tujuan perdamaian melalui kekuasaan paksaan, dan subyeknya mematuhinya karena takut dengan hukuman atas hukum-hukum yang berlaku tersebut. Sehingga mengenai kekuasaan dan kedaulatan menandai masuknya konflik sebagai tema yang kekal dalam teori-teori sosial. Orang-orang yang memiliki kekuasaan politik selalu berdiri berlawanan dengan subyek dari kekuasaan mereka, sehingga negara dapat menerapkan paksaan untuk melaksakan kemauannya.26 
b. Teori Konflik Ibnu Khaldun. Pemikiran tentang teori konflik dari Ibnu Khaldun banyak di pengaruhi dari pengalaman karir politiknya pada saat itu. Teorinya yang di tuliskan pada karyanya Muqaddimah merupakan sebuah hasil dari refleksi dari keadaan masyrakat pada zamannya. Dimana pada saat itu kondisi masyarakat Afrika Utara pada abad ke 14 yang penuh dengan gejolak, peperangan dan perebutan kekuasaan.27 Menurut Fuad Baali dan Ali Wardi tulisan-tulisan Ibnu Khaldun membuktikan bahwa dia dipengaruhi oleh                                                            25 Achmad Fedyani Saifuddin, Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis 

Mengenai Paradigma (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), 344.  26 Ibid., 346. 27Hakimul Ikhwan Affandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman Elaborasi Pemikrian Ibn 
Khaldun (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 10. 
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27   kedudukan kelasnya dan sikap-sikap personal atas pemikiran-pemikiranya sehingga kedudukan kelas Ibnu Khaldun yang khas dan karir politiknya yang penuh gejolak membawanya keluar batas-batas ini, yang memungkinkannya untuk menciptakan sebuah prespektif pribadi bagi dirinya.28 Ibnu Khaldun memandang konflik sebagfai sebuah hal yang tidak bisa berdiri sendiri. Karena konflik lahir dari interaksi antar individu atau kelompok dalam berbagai bentuk aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya.29 Dalam bangunan teori konflik Ibnu Khaldun menurut Hakimul Ikhwan Afandi ada tiga hal utama yang harus diperhatikan dalam teori konflik Ibnu Khaldun yaitu : pertama watak psikologis yang merupakan dasar sentimen dan ide yang membangun hubungan sosial di antara berbagai kelompok manusia (keluarga, suku, dan yang lainnya); kedua, adalah fenomena politik, yaitu yang berhubungan dengan perjuangan perebutan kekuasaan dan kedaulatan yang melahirkan imperium, dinasti dan negara; 
ketiga, fenomena ekonomi yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi baik pada tingkat individu, keluarga, masyakarat atau negara.30 Yang paling mendasar dari teori Ibnu Khaldun adalah tentang kecintaan terhadap kelompok atau cinta terhadap identitas kelompok, ini yang di anggap mendasari bisa terjadinya konflik. Karena dari rasa cinta ini timbul rasa protektif terhadap hal yang di luar kelompoknya yang di anggap                                                            28 Fuad Baali dan Ali Wardi, Ibnu Khaldun dan Pola Pemikirannya (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), 43. 29 Afandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman, 73. 30 Ibid, 80. 
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28   mengancam dan menganggu kelompokmya. Dalam hal ini pemikiran Ibnu Khaldun ada memiliki kesamaan dalam memandang cinta terhadap identitas kelompok seperti teori Hobbes di atas. Dalam terminologi Ibnu Khaldun ini disebut sebagai ashobiyah, dimana dalam hal ini manusia tidak akan rela jika kelompok mereka terhinakan dan dengan segala cara akan membela dan berusaha mengembalikan kehormatan kelompoknya. Sebagai sebuah hal yang memang melekat dari dalam diri manusia ashobiyah terdapat dalam setiap bentuk masyarakat, baik dalam bentuknya yang primitif maupun dalam perkembangan yang menetap atau modern.31 
c. Teori konflik Ralf Dahrendrof. Ralf Dahrendorf dalam bangunan teorinya hampir sama dengan Karl Max dimana tidak jauh dengan konflik kelas sosial dalam masyarakat. Disini Dahrendrof juga menyoroti tentang bagaimana sekelompok orang berusaha menuntut hak nya atau memprotes nasib mereka. Dahrendrof juga tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah yaitu konflik dan konsensus, sehingga dalam mempelajari konflik kita juga harus belajar mengenai konsensus karena dua hal ini menurut Dharendrof tidak dapat di pisahkan karena tidak akan ada konflik jika tidak ada konsensus sebelumnya dan bisa saja dari konflik akan timbul konsensus. Konsensus menurut Dahrendorf berguna dalam menilai tingkat integrasi dalam masyarakat sedangkan konflik bisa untuk menguji kepentingan dan                                                            31 Ibid. 82. 
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29   penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan itu.32 Dahrendorf juga berpendapat dalam sebuah kehidupan masyarakat selalu ada asosiasi seperti negara, Industri, partai, agama, klub-klub dan sebagainya. Dan di dalam setiap asosiasi tersebut selalu ada dua kelas yaitu kelas yang memiliki kewenangan dan kelas yang tidak memiliki kewenangan.33 Sebutan lain kelas ini adalah superordinasi dan subordinasi. Di mana di dalamnya ada otoritas yang berbeda diantara keduanya. Dalam hal ini Dahrendorf memang terlihat sangat memusatkan perhatian pada struktur sosial yang lebih luas. Dalam memandang otoritas, Dahrendorf berpendapat setiap posisi dalam superordinasi dan subordinasi memiliki kualitas otoritas yang berbeda. Dia beralasan bahwa otoritas tidak terdapat dalam individu melainkan di dalam posisi setiap individu di dalam setiap sistem sosial masyarakat.34 Sehingga antara superordinasi dan subirdinasi tidak ada sebuah kesepekatan maka bisa saja timbul konflik, dimana superordinasi berusaha untuk mempertahankan otoritasnya sedangkan subordinasi menginginkan sebuah perubahan maka bisa saja mereka akan bersepakan untuk melawan superordinasi. Maka dari itu ketika subordinasi menyatukan aspirasi mereka bisa saja membentuk sebuah struggle group yang selanjutnya aspirasi tersebut                                                            32 George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, Terj. Triwibowo B.S  (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 148. 33 Elly M. Setiadi dan Usman Koplip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, (Jakarta: Kencana, 2013), 38. 34  George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, Terj. Triwibowo B.S  (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 149. 
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30   berubah menjadi sebuah norma kelompok dan kepemilikan terhadap aspirasi tersebut menjadi sebuah manifestasi akan kesetiannya terhadap kelompok. Dalam hal ini Dahrendor berpendapat bahwa ada 3 kondisi yang bisa mendukung kemunculan struggle group, yang sering kali mendorong terjadinya konflik, yaitu pertama komunikasi terus menerus diantara orang-orang yang memiliki nasib yang sama, kedua adanya seorang pemimpin yang membantu mengartikulasikan ideologi, mengorganisasikan kelompok, dan memformulasikan rencana untuk melakukan tindakan kelomok, dan yang ketiga adalah legitimasi kelompok di mata komunitas yang lebih luas atau setidaknya tidak ada tekanan komunitas yang efektif terhadap kelompok.35 Sehingga menurutnya tugas dari analisis konflik adalah mengidentifikasi peran otoritas di dalam masyarakat. Dalam hal ini memang Dahrendorf juga mendapat kritikan dari ilmuan sosial yang lebih memusatkan pada kajian individu, mereka menilai Dahrendorf terlalu memusatkan teorinya dalam kajian makro sosial dan melupakan ciri-ciri individu yang menempati posisi tersebut. Tetapi Dahrendorf memberi pembelaan menurut dia bahwa jika memusatkan pada ciri individu maka itu bukanlah sosiolog.36  
                                                            35 Dean G, Pruitt dan Jeffrey Z, Rubbin, Teori Konflik Sosial, terj. Helly P. Soetjipto dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 34-35. 36 Ritzer, Teori Sosiologi, 149. 
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31   d. Teori Konflik Lewis Coser. Lewis Coser dalam teorinya lebih menekankan pada bagaimana dia melihat fungsi dari sebuah konflik. Menurut dia konflik tidak hanya memiliki sisi negatif melainkan juga ada sisi positif dari konflik tersebut. Dalam karyanya yang berjudul The Fungtions of Social Conflict Coser mulai dengan mendefenisikan konflik sosial sebagaisuatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langkah, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau di eliminasi saingan-saingannya. Sehingga dalam pengertiannya yang demikian Irving M. Zeitlin menilai bahwa Coser telah menggunakan istilah yang problematis dan samar-samar, tidak kritis dan lebih fokus terhadap asumsi-asumsi fungsionalisme.37 Dengan demikian Coser dalam memandang konflik lebih ingin menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berakhir dengan kehancuran atau kemerosotan, bisa jadi konflik tersebut memiliki sisi yang bisa mengarah pada peningkatan. Sama halnya dengan Irving M. Zeitlin, Dahrendorf juga sepakat dan menghargai apa yang sudah dipaparkan oleh Coser, bahwa pertentangan dapat juga membantu menghilangkan unsur-unsur yang memisahkan dalam sebuah hubungan sosial dan untuk membangun kesatuan kembali, sejauh pertentangan tersebut menyelesaikan ketegangan-ketegangan antara fihak-fihak yang bertentangan, bisa berfungsi menstabilkan dan menjadi sebuah                                                            37 Irving M. Zeitlin, Memahami Kembali Sosiologi Krtik Terhadap Teori Sosiologi 
Kontemporer, terj. Anshori dkk (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 155-157. 
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32   komponen yang menyatukan hubungan sosial.38 Tetapi dalam hal ini tidak semua pertentangan atau konflik tersebut memiliki fungsi secara positif terhadap kehidupan sosial, ada juga yang bahkan sampai menghancurkan stabilitas sosial. Maka dari itu Dahrendorf juga mengkritik Coser karena dianggap terlalu fokus pada kajian fungsional konflik.39 Pandangan Coser terhadap konflik ini tidak jauh dengan pemikiran Goerge Simmel, dimana Simmel merupakan ilmuan pertama yang lebih memfokuskan kajiannya terhadap fungsionalisme konflik, dan Coser dalam hal ini mencoba mengembangkannya secara lebih luas. Sehingga ringkasnya Coser menyatakan bisa saja konflik tersebut dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar.40 Sederhanya misalkan ada sebuah kelompok yang dalam keadaan strukturalnya ikatan antar individu tidak terlalu kuat, bisa jadi ketika kelompok tersebut dihadapkan sebuah konflik dengan kelompok lain ikatan mereka akan menguat, karena di dasarkan pada presepsi bersama sebagai sebuah efek dari adanya rasa kepemilikan bersama terhadap kelompok tersebut. Disini Coser menyebutkan juga beberapa fungsi-fungsi konflik yang lain di antaranya: 1) Konflik dengan kelompok lain dapat meningkatkan solidaritas kelompok tersebut dan solidaritas tersebut bisa menghantarkan terbentuknya aliansi-aliansi dengan kelompok lainnya.                                                            38 Ralf Dahrendorf, Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Terj. Ali Mandan (Jakarta: Rajawali, 1986), 256. 39 Ibid. 40 George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, Terj. Triwibowo B.S  (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 153 
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33   2) Konflik juga bisa menyebabkan anggota-anggota masyarakat yang awalnya pasif menjadi ikut berperan aktif. Atau bisa juga karena konflik tersebut orang-orang yang awalnya terisolasi bisa menunjukkan peran mereka secara aktif dan terbuka. 3) Konflik juga bisa berfungsi sebagai sebuah sarana komunikasi. Karena adanya konflik setiap kelompok di dalamnya setiap anggota akan berkumpul dan bertukar pikiran mengenai langkah yang di ambil sebagai tindakan terhadap kelompok yang berlainan dengan mereka, dengan demikian terbentuklah komunikasi yang cukup intens antar anggota kelompok yang sebelumnya tidak terlalu sering adanya komunikasi antar anggota.41 Selain fungsi tersebut Coser juga menyebutkan bahwa konflik juga bisa saja menciptakan sebuah perubahan. Dengan perubahan tersebut akan menimbulkan usaha-usaha kreatifitas baru yang bisa mengubah kehidupan sosial menjadi lebih baik.42 
2. Sebab-sebab Konflik Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa konflik akan selalu ada dalam kehidupan sosial masyarakat, ini menurut Hamadi B. Husain merujuk pada pernyataan Lewis Coser, bahwa dalam prespektif konflik sebuah keteraturan sosial bisa diwujudkan dikarenakan adanya tekanan oleh                                                            41 Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahan (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 372-373. 42 Ralf Dahrendorf, Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Terj. Ali Mandan (Jakarta: Rajawali, 1986), 257. 
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34   penguasa terhadap massa, pandangan ini mengindikasikan pemahaman bahwa dalam masyarakat ada berbagai kepentingan yang berbeda-beda, tetapi perbedaan ini tidak akan menjadikan terguncangnya stabilitas sosial jika dapat ditekan atau dipaksa demi kepentingan tertentu yang lebih luas.43 Sehingga menurut Hamadi penyebab atau faktor dari timbulnya konflik adalah; Pertama, Akibat adanya perbedaan pendirian dan keyakinan antar individu ataupun kelompok yang dapat menimbulkan konflik keyakinan, dan masing-masing pihak berusaha mengalahkan pihak lawan dengan cara pemusnahan simbol-simbol dan ide-ide lawan, bahkan bisa sampai pada fisik. Kedua, adanya perbedaan kebudayaan bisa juga menimbulkan konflik yang lebih luas, karena kebudayaan mengikat lebih banyak orang. Ketiga, adanya perbedaan kepentingan dalam hal ini setiap individu atau kelompok akan memperjuangakn kepentingan mereka, sehingga dalam memperjuangkan kepentingan tersebut tidak jarang mereka harus bersaing dengan yang lainnya, dalam persaingan tersebut jika ada salah satu pihak yang melakukan hal yang tidak adil bisa saja akan menimbulkan konflik, tetapi dalam hal ini tidak semua persaingan bisa menyebabkan konflik. Keempat, adanya perbedaan ras, sehingga tiap kelompok atau individu bersikap resisten terhadap ras lain, akibatnya akan timbul sikap diskriminasi yang dapat menimbulkan konflik. Kelima, perbedaan jenis kelamin juga bisa menimbulkan konflik, seperti yang ada                                                            43 Hamadi B. Husein, “Ambon Manise: Sebuah Upayah Merajut Benang Kusut”,  dalam 
Resolusi Konflik Islam Indonesia, ed. Thoha Hamim dkk (Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007), 211. 
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35   pada masyarakat primitif, karena mereka masih menempatkan kedudukan wanita dan pria dalam posisi yang berbeda. Keenam, adanya perbedaan agama, Hamadi mengutip dari Emile Durkheim bahwasannya agama memang mengajarkan doktrin keselamatan, tetapi sering kali dipahami oleh umat secara eksklusif, sehingga melahirkan sikap fanatisme buta yang cenderung menyalahkan agama yang lain, hal inilah yang dapat menimbulkan konflik.44 Sedangkan menurut Alo Liliweri potensi konflik terjadi manakala adanya kontak antara manusia. Sebagai individu ataupun kelompok, manusia akan terus memperjuangkan keinginannya dan akan selalu ada peluang dalam mewujudkannya, tetapi peluang ini bisa dicapai dengan dua pilihan bersaing secara sehat atau melibatkan diri dalam konflik.45 Dalam hal ini ada beberapa sumber konflik yang bisa saja menimbulkan konflik di antaranya. perbedaan agama dan ideologi keagamaan, pengalaman sejarah, stereotip dan prasangka sosial, persaingan dan stabilitas ekonomi, perbedaan ideologi politik, keseimbangan politik, globalisasi dan pertumbuhan penduduk.46                                                             44 Hamadi B. Husein, “Ambon Manise: Sebuah Upayah Merajut Benang Kusut”,  dalam 
Resolusi Konflik Islam Indonesia, ed. Thoha Hamim dkk (Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007), 211-213. 45 Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat 
Multikultur (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), 256. 46 Ibid, 258. 
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36   Paul Con berpendapat bahwa pada dasarnya konflik muncul disebabkan karena 2 faktor, yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal.47 penjelasan keduanya sebagai berikut.48 
a. Kemajemukan Horizontal. Kemajemukan horizontal adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras, dan majemuk secara sosial. Masing-masing unsur tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda dan masing-masing memiliki rasa ingin mempertahankan budaya maupun ideologi yang di pegang. Ini seperti halnya di Indonesia, jika saja karakteristik yang seperti ini tidak ada nilai yang bisa di pegang bersama maka bisa saja akan timbul perang saudara, bahkan bisa jadi muncul gerakan-gerakan separatisme yang berujung pada konflik kekerasan.  Seperti yang terjadi di Afghanistan dan Somalia, tidak adanya nilai yang bisa dipegang bersama menjadikan perang saudara yang terus terjadi, bahkan di Afghanistan muncul kelompok separatis seperti Taliban yang membahayakan stabilitas Nasional. Maka dari itu sangat penting bagi Indonesia bisa mempertahankan nilai-nilai Nasionalisme dan persatuan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar bagi terjaganya stabilitas Nasional. 

                                                            47 Andi Suwarko dkk, Manajemen Konflik Keagamaan (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 10. 48 Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahan (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 360. 
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37   b. Majemuk Vertikal. Majemuk vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasi berasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menyebabkan konflik dikarenakan adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara yang berkuasa, kaya dan berpendidikan tinggi dengan orang-orang yang bernasib sebaliknya. Ini akan muncul ketika timbulnya diskriminasi diantara keduanya, sehingga orang-orang yang bernasib di bawah orang-orang atas akan merasa perlu melakukan perubahan untuk mengubah kondisi mereka. Ini juga bisa di karenakan tekanan dan perlakuan dari orang-orang yang berkuasa terhadap orang-orang yang berada di bwahnya. Seperti halnya yang di jelaskan oleh Ralf Dahrendorf bahwa bisa saja superordinat akan tumbang jika subordinat menyatukan presepsi mereka dan menuntut perubahan, ini yang dinamakan munculnya 
struggel group. Keyakinan yang dipegang bersama ini yang dapat mengintegrasikan sebuah kelompok.49 

3. Jenis-jenis Konflik Menurut Elly M.Setiadi dan Usman Kolip jenis-jenis konflik diklasifikasikan berdasarkan faktor penyebab konfli, latar belakang kejadian                                                            49 Achmad Fedyani Saifuddin, Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis 
Mengenai Paradigma (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), 330.  
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38   konflik dan ruang lingkup konflik. Berikut di antara macam-macam jenis-jenis konflik.50 
a. Konflik Gender. Konflik ini bukan berarti konflik yang berorientasi pada jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, melainkan pada segi sosiokultural. Istilah Gender maksudnya pada status dan peran sosial bukan pada jenis kelamin. Sehingga konflik ini lebih kepada bagaimana perjuangan perempuan dalam mewujudkan hak-hak mereka sehingga memiliki kedudukan yang setara dengan kaum laki-laki. Faktanya bahwa masih banyak perempuan-perempuan yang nasibnya tertindas, bahkan hanya dianggap sebagai sebuah hiasan bagi kaum laki-laki. Konflik gender ini akan terus terjadi jika masih ada bentuk-bentuk diskriminasi yang dilakukan atas nama jenis kelamin. Perjuangan-perjuangan terhadap kesataraan gender banyak dilakukan di seluruh belahan dunia seperti yang dilakukan di Amerika oleh 

American Society for Muslim Advancement, didalamnya ada WISE (Women’s Islamic Initiative in Spirituality and Equality) yang bertujuan sebagai wadah bagi perempuan dalam pengembangan bidang spiritual dan kesetaraan.51 Ada juga AWSA-Be (Arab Women’s Solidarity 

Association-Belgium) yang ada di Mesir dipimpin oleh Nawal as-                                                           50 Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahan (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 349-358. 51 Imam Feisal Abdul Rauf, Islam Amerika: Refleksi Seorang Imam di Amerika Tentang 
Keislaman dan Keamerikaan (Bandung: Mizan, 2013),  194. 
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39   Sadawi, organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender di dunia Arab. Sampai akhirnya pada 15 April 1991 dibubarkan oleh otoritas Mesir dan diganti dengan Women of Islam dibawah naungan Departemen Sosial Mesir. 
b. Konflik Rasial, Etnis dan Antar Suku. Konflik antar ras dan etnis sering kali terjadi karena sentimen, prasangka dan pengalaman sejarah masa lalu. Sebagai contoh pada masa lalu orang-orang kulit putih, banyak sekali melakukan eksploitasi kepada orang-orang yang berkulit hitam, sehingga sentimen ras masih ada bahkan sampai sekarang, di Amerika Serikat, disana ras kulit hitam masih dipandang sebelah mata dan banyak diskriminasi yang mereka alami, bahkan sampai hak-hak dari orang-orang kulit hitam terabaikan. Meskipun sekarang intensitasnya sudah menurun tetapi masih ada saja bentuk-bentuk diskriminasi terhadap orang kulit hitam, sehingga muncul gerakan-gerakan perjuangan melawan diskriminasi terhadap orang kulit hitam. Seperti yang terjadi pada Juli 2017 para anggota kelompok Ku Klux Kan yaitu kelompok fundamental radikal kulit putih mengadakan parade supremasi kelompok putih, mereka mengangap bahwa Amerika merupakan negara bagi orang-orang kulit putih.52  Konflik tersebut penyebabnya adalah kesenjangan sosial yang cukup tinggi dan juga keadaan perubahan sosial politik yang sangat                                                            52 “Mengapa Donald Trump Tidak Langsung Mengutuk Kelompok Supremasi Kulit Putih?”, http://bbc.com/2017/08/14/mengapa-donald-trump-tidak-langsung-mengutuk-kelompok-supremasi-kulit-putih-?// (Rabu, 25 April 2018, 20.48). 
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40   cepat, sehingga menimbulkan konflik yang bisa berujung pada kekerasan akibat dari prasangka dan sentimen etnis yang terjadi akibat dari kesenjangan yang terjadi. Sedangkan untuk konflik antar suku biasanya penyebabnya terikat oleh adat dan nilai-nilai yang di pegang, sehingga demi mempertahankan nilai dan harga diri kelompok, bisa saja dari masalah kecil yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik apabila antara kedua kelompok bisa saling menerima dan terbuka, menjadi sebuah konflik dengan kekerasan. Seperti yang terjadi di Papua tepatnya di Kabupaten Nduga, konflik perang antar suku tersebut menyebabkan satu orang tewas dan 38 orang luka-luka.53 Konflik ini bermotif dendam dari salah satu pihak yang pada perang sebelumnya memakan korban, sehingga mereka menuntut perang kembali. 
c. Konflik Internal dan Antar Agama. Konflik agama bisa saja timbul karena adanya pemahaman teks suci hanya secara tekstual, tidak secara kontekstual. Sehingga menimbulkan sikap eksklusif dan menganggap yang berbeda dari dirinya adalah salah, dan di anggap sebuah bentuk penyimpangan dari fungsi kodrati dan harus dipertobatkan jika tidak bisa maka harus disingkirkan.54 Maka dari itu disini letak pentingnya pluralisme,                                                            53 Chanry Andrew Suripatty, “Perang Suku Di Nduga Papua 1 Warga Tewas dan 38 Luka-luka”, http://daerah.sindonews.com/2017/07/01/perang-suku-di-nduga-papua-1-warga-tewas-dan-38-luka-luka/ (Rabu, 25 April 2015, 21:20) 54 Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, “Intoleransi, Ujaran Kebencian, Hingga Dialog Antar Iman”, dalam Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia, ed. Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi (Jakarta:  Daulat Press, 2017), 24. 
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41   memahami akan adanya perbedaan disekitar kita. Harold Coward dalam karyanya mengatakan bahwa pluralisme jika dilakukan dengan penuh simpati dan rasa hormat terhadap integritas pihak lain, dapat mengembangkan rohani dan memperkaya semua pihak. Sebaliknya jika usaha untuk menyerang dan merendahkan agama lain, akan mengakibatkan kemandekan intern dan konflik antar agama.55 Konsep pluralisme ini secara eksplisit juga dijumpai dalam teks-teks suci, dalam Al-Qur’an maupun Hadits. Dalam islam, pluralisme merupakan sebuah dasar dari penciptaan alam, maka dari itu pluralisme tidak memiliki potensi untuk menciptakan konflik dan perpecahan, melainkan berpotensi untuk membentuk sebuah keseimbangan sosial.56 Sedangkan jika konflik agama terjadi, kita harus mengidentifikasi apakah agama menjadi alasan dalam timbulnya konflik tersebut, Masdar Hilmy dalam tulisannya menyebutkan bahwa bisa saja agama bukan menjadi faktor utama atau faktor pemicu (triggering factors) terjadinya konflik, tetapi bisa jadi sebenarnya agama hanya menjadi faktor pemercepat (accelerating factors) bagi munculnya sebuah konflik agama.57                                                            55Harold Coward, Pluralisme Tantangan Bagi Agama-agama, terj. Bosco Carvallo (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 173-174. 56 Thoha Hamim, “Konflik Dalam Prespektif Komunitas Beragama di Indonesia”, dalam  
Resolusi Konflik Islam Indonesia, ed. Thoha Hamim dkk (Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007), 14. 57 Masdar Hilmy, “Rekonstruksi Paradigma Teori dan Resolusi Konflik Agama-Enik: Sebuah Diskursus Teoretik”, dalam Resolusi Konflik Islam Indonesia, ed. Thoha Hamim dkk (Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007), 31. 
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42   Menurut Franz Magnis-Suseno ada beberapa latar belakang konflik agama khususnya yang ada di Indonesia, diantaranya.58 1) Budaya Kekerasan. Setiap konflik tentu saja memiliki latar belakang sejarah, sosial, budaya dan politik masing-masing. Tetapi kita lihat faktanya bahwa masyarakat ketika dihadapkan pada setiap kesalahpahaman kecil di tempat keramaian, dapat menjadikan sebuah konflik kekerasan yang melibatkan komunitas masing-masing, Bahayanya ketika konflik tersebut agama terlibat didalamnya, mekanisme pembentukan solidaritas dapat berubah menjadi gerakan dengan dampak nasional. Fenomena ini cenderung mengekskalasi meskipun awalnya latar belakang dan kondisi lokal berbeda, konflik-konflik ini cenderung semakin lebih sederhana, sehingga menjadi sebuah konfrontasi antara 2 agama atau lebih. Dan konfrontasi yang demikian dapat  berpotensi menyebar ke pelosok negeri, dan berpotensi untuk menjadi bencana yang cukup besar. 2) Latar Belakang Yang Kompleks. Ada empat faktor yang bisa melatar belakangi munculnya konflik antar agama. Pertama, modernisasi dan globalisasi yang mempunyai daya tekan yang luar biasa. Bagi kelas menengah                                                            58 Franz Magnis-Suseno, “Faktor-faktor Yang Mendasari Terjadinya Konflik Antara Kelompok Etnis dan Agama di Indonesia: Pencegahan dan Pemecahan”, dalam Konflik 
Komunal di Indonesia Saat Ini, ed. Dick van  der Meij dan Farida Ishaja, terj. Suaidi Asy’ari (Jakarta: INIS Universiteit Leiden dan Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatuallah, 2003), 120-125. 
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43   keatas mereka cenderung menikmati modernitas dan globalisasi ini, tetapi untuk tingkat kelas menengah kebawah mereka akan merasa terancam. Proses transformasi budaya dari masyarakat tradisional menuju ke post-tradisional menciptakan disorientasi, 
dislokasi dan disfungsional dari mekanisme masyarakat tradisional. Mereka merasa terancam dari segi ekonomi, psikologi dan politik terhadap identitas, bahkan keberadaan mereka, sehingga ujungnya akan muncuk kecenderungan primodialistis yang mengarah pada sikap eksklusif dan pandangan agresif terhadap mereka yang berada di luar komunitas. 

Kedua, adanya akumulasi kebencian dalam masyarakat. Ini dikarenakan adanya pemahaman agama eksklusif sehingga muncul dogma yang mengajarkan untuk menghindari orang-orang yang berada diluar agama mereka. Sehingga timbul saling tidak percaya, 
perjudis berakumulasi dan hubungan antar komunal semakin memanas. 

Ketiga, masyarakat lebih banyak berada pada budaya kekerasan, dimana dengan mudah menganggap menyelesaiakan masalah dengan cara kekerasan. 
Keempat, sistem pemerintahan yang otoriter dan tidak memberi kebebasan terhadap agama, dalam konteks Indonesia adalah sistem pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh 
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44   Soeharto telah menciptakan sebuah kebudayaan yang rentan akan terjadinya konflik komunal. 3) Sebuah sejarah yang sulit. Ikatan sejarah juga menjadikan tingginya prasangka antar agama,seperti sejarah perang salib ataupun penjajahan. Sehingga muncul sentimen terhadap kelompok lain atas dasar cerita sejarah tersebut. Rasa sentimen sensitif inilah yang akan membahayakan keharmonisan kehidupan beragama dan pelaksanaan toleransi. Di samping itu kehadiran kelompok agama garis keras yang secara terbuka menyongkong eksklusivitas yang menjadikan kadang-kadang muncul tindakan kekerasan terhadap tempat-tempat yang mereka anggap penuh dosa. 
d. Konflik Antar Golongan dan Kepentingan. Konflik antargolongan tidak lepas dari kepentingan-kepentingan di setiap masing-masing golongan yang berkonflik. Perjuangan terhadap pencapaian kepentingan tersebut tidak jarang timbul konflik yang menimbulkan kondisi disintegrasi yang tidak baik.  Anggaplah sebuah hal yang wajar dalam memperjuangkan kepentingan selalu ada persaingan, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana persaingan itu dilakukan. Menurut Robinson dan Clifford persaingan akan berubah menjadi konflik ketika salah satu pihak yang 
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45   bersaing menggunakan cara yang tidak adil dan tidak baik, yang bertujuan untuk menjatuhkan lawannya.59  
e. Konflik Antar Pribadi. Konflik antar pribadi bisa saja tidak terlepas dari kepentingan masing-masing atau bisa juga dikarenakan karena untuk mempertahankan nilai-nilai yang di pegang oleh masing-masing individu yang terlibat konflik. Meskipun konflik ini hanya pada antar individu,tetapi tetap juga memiliki potensi untuk ekskalasi yang lebih luas. Sebagai contoh kasus di Ujung Pandang pada tahun 1997, awal kasus hanya karena pertengkaran mulut antara Benny Karre seorang warga etnis Cina dengan penjual molen, yang karena amukan dari Benny tidak sengaja menyebabkan seorang anak umur 9 tahun meninggal, anak tersebut bernama Anni Mujahiddah Rasunah. Konflik yang awalnya antar pribadi dengan cepat terekskalasi karena muncul berbagai rumor slogan anti Cina, bahkan ada rumor yang mengatakan saat itu pemerintah Ujung Pandang lebih mengistimewakan etnis Cina, sehingga warga non etnis Cina pun ikut tersulut emosi, akhirnya kerusuhan pun terpecah di hampir penjuru Ujung Pandang, aksi perusakan terjadi dimana-mana.60                                                             59 Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat 

Multikultur (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), 255. 60 Khoirun Niam, “Kekerasan Bernuansa Agama di Indonesia dan Konsekuensi Pilihan Materi Pendidikan Agama”, dalam Resolusi Konflik Islam Indonesia, ed. Thoha Hamim dkk (Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007), 198-199. 
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46    

f. Konflik Antar Kelas Sosial. Dalam konflik antar kelas seperti yang sudah disinggung di atas, dalam pendapat Ralf Dahrendrof dan Karl Max, tidak terlepas dari adanya kesenjangan-kesenjangan antara kelas atas dan di bawahnya, atau antara yang berkuasa dengan rakyat. Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa konflik tidak terlepas dari posisi dan kewenangan. Yang membagi kelompok masyarakat menjadi superordinat dan subordinat.61 Yang termasuk konflik antar kelas seperti konflik atara buruh dengan pemiliki perusahaan, karena para buruh merasa hak-hak mereka tidak terpenuhi dengan baik. Atau seperti pada akhir masa Orde baru, berbagai bentuk demonstrasi menuntut mundurnya presiden Soeharto, karena dinilai sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap rakyat. Sehingga rakyat menuntut perubahan. 
g. Konflik Antar Negara. Konflik di sini tentu saja konflik antar dua negara, tidak hanya mengenai peperangan. Konflik sengketa antar dua negara atau konflik politik juga termasuk dalam konflik antar negara. Dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan masalah hubungan internasional. Sehingga jika muncul konflik antar dua negara atau lebih akan menjadi masalah yang cukup rumit jika tidak segera diselesaikan dengan jalan diplomasi damai.                                                            61 Ralf Dahrendorf, Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Terj. Ali Mandan (Jakarta: Rajawali, 1986), 194-195. 
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47   Kemungkinan-kemungkinan untuk ekskalasi cukup tinggi. Ini dikarenakan adanya perjanjian-perjanjian baik itu bilateral maupun antar kawasan, sehingga ketika adanya konflik antar negara maka negara-negara yang lain akan mengambil tindakan, karena memiliki hubungan dengan masing-masing negara yang berkonflik.   
B. Resolusi Konflik Dalam pemecahan konflik sebenarnya ada cukup banyak istilah lain yang digunakan diantaranya adalah. Pertama, pencegahan konflik dimana tujuannya hanya untuk mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik, yang Kedua penyelesaian konflik ini bertujuan untuk mengakhiri kekerasan melalui persetujuan perdamaian,  dan yang Ketiga adalah pengelolaan konflik dimana bertujuan untuk membatasi atau menghindari kekerasan melalui atau mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar berperilaku positif. Keempat, adalah resolusi konflik dimana bertujuan untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang berkonflik. Kelima transformasi konflik bertujuan untuk mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dengan mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedaan ke kekuatan positif. Dari beberapa term tersebut ada dua istilah yang lebih sering digunakan dalam usaha menyelesaikan konflik yaitu resolusi konflik dan manajemen konflik. Kedua istilah tersebut sebagian orang mengartikanya sebagai sebuah term yang sama, tetapi sebenarnya keduanya memiliki perbedaan. Manajemen konflik seperti yang 
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48   diungkapkan oleh Robinson dan Clifford diartikan sebagai sebuah tindakan konstrfuktif yang di rencanakan, diorganisir, digerakkan, dan dievaluasi secara teratur atas semua usaha demi mengakhiri sebuah konflik.62  Ada juga yang berpendapat bahwa manajemen konflik merupakan sebuah cara untuk menghindari konflik dengan intensitas yang lebih besar. Karena konflik sejatinya tidak bisa di hindari dan tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Sebelum konflik sosial, etnik atau agama itu meledak, penting sekali dilakukan pengelolaan konflik individual secara tepat, adil dan bijaksana sehingga bisa di selesaikan sesuai dengan aturan atau nilai yang berlaku tanpa adanya diskriminasi.63  Sedangkan istilah resolusi konflik memang akhir-akhir ini lebih sering digunakan dari pada manajemen konflik, seperti yang diungkapkan oleh Morton Deutsch dalam bukunya The Resolution of Conflict, dijelaskan bahwa fokus-fokus dalam resolusi konflik merupakan sebuah kumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap sebuah konflik. Sehingga dalam resolusi konflik kita dapat terbantu untuk mengetahui jenis konflik, sifat konflik dan membedakan bentuk konflik apakah itu konstruktif ataupun destruktif, dan bisa menentukan strategi dalam menyelesaikan konflik.64 Seperti juga yang di kemukakan oleh Deutch yang menulis dalam tradisi pemikiran George Simmel,                                                            62Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik (komunikasi lintas budaya masyarakat 
multikultur) (Yogyakarta: LKIS,2005), 289. 63Ahmad Nur Fuad, “Konflik Etnik dan Model Resolusi Konflik”, dalam Resolusi Konflik 
Islam Indonesia, ed. Thoha Hamim dkk (Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007), 48. 64Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik (komunikasi lintas budaya masyarakat 
multikultur), (Yogyakarta: LKIS,2005), 289. 
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49   memandang konflik secara positif dan berpendapat bahwa tantangan resolusi konflik ialah mentransformasikan konflik yang destruktif menjadi  konflik yang konstruktif.65 Dalam pemecahan konflik khususnya konflik yang bernuansa agama George Weige memberi penilaian secara seimbang bahwa agama dapat menjadi sumber konflik, sekaligus agama juga memiliki potensi bisa digunakan atau berfungsi sebagai pemecahan konflik dengan menggunakan dasar pokok dari nilai-nilai dalam agama tersebut dalam mengartikan toleransi sosial, pluralisme, demokrasi dan nirkekerasan. Tetapi ini harus diikuti dengan kesediaan dari pemeluk agama tersebut untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya secara dewasa, toleran, dan pluralis, ini juga diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai teks suci sebagai sumber primer. Sebagaimana juga diungkapkan oleh Khaled Abou el-Fadl bahwa semangat toleran dan pluralis dari para penganut agama akan menentukan corak pemahaman teks suci agama tersebut secara toleran pula.66 Menurut Alo Liliweri ada beberapa hal yang mencangkup konsep utama dalam manajemen resolusi konflik diantaranya. Pertama, pengakuan terhadap konflik, bahwasanya konflik akan selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Kedua, analisis situasi yang menyertai konflik, termasuk didalamnya adalah apa yang sebenarnya terjadi, apakah konflik berhubungan dengan nilai, tujuan dari masing-masing pihak yang berkonflik, teritori dan faktor-faktor penyebab konflik. Ketiga,                                                            65 Fuad, Konflik Etnik, 47. 66 Suprapto, Semerbak Dupa di Pulau Seribu Masjid (Kontestasi, Integrasi dan Resolusi 
Konflik Hindu-Muslim), (Jakarta: Kencana, 2013), 3. 
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50   menganalisa perilaku setiap orang yang terlibat dalam konflik. Keempat, menentukan pendekatan yang dapat menjadi cara dalam penyelesaian konflik. 
Kelima, memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam konfli, dalam hal ini membutuhkan seorang negosiator. Keenam, merumuskan beberapa anjuran, tekanan dan konfirmasi bagi hubungan selanjutnya dan hidup dengan konflik yang mungkin masih tersisa diantara kedua belah pihak yang berkonflik, hal ini mungkin tidak dihilangkan secara total tetapi kita dapat menekan dan memanajemen konflik tersebut agar tidak menjadi konflik terbuka apalagi berujung pada tindakan kekerasan.67 Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubbin menjelaskan sebelum kita mengambil tindakan dalam penyelesaian konflik kita sebaiknya juga mengetahui bagaimana karakter atau model eskalasi konflik yang terjadi, ada 3 model konflik diantaranya.68 
1. Model Agresor-Defender Dalam konflik model ini ada pihak yang menjadi agresor (penyerang) dan ada yang menjadi defender (pihak yang bertahan). Salah satu pihak yang menjadi penyerang dianggap memiliki sebuah tujuan yang melibatkan dirinya dalam sebuah konflik dengan pihak yang bertahan. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya pihak penyerang adalah pihak yang melihat adanya kesempatan untuk mengubah hal-hal yang searah dengan kepentinganya, sedangkan pihak                                                            67 Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik (komunikasi lintas budaya masyarakat 
multikultur), (Yogyakarta: LKIS,2005), 289. 68 Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubbin, Teori Konflik Sosial, terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 200-214. 
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51   yang berusaha menolak perubahan tersebut adalah pihak yang berusaha menolak perubahan tersebut. 
2. Model Spiral Konflik Model ini menjelaskan bahwa konflik dan eskalasi terjadi akibat dari sebuah aksi dan reaksi. Sehingga cara-cara yang terus menerus dilakukan oleh suatu pihak akan mendorong reaksi yang sama dari pihak yang lain. Sehingga respons yang diberikan akan memberikan sumbangan terhadap tindakan yang dilakukan secara contentious yang lebih lanjut. Dan menciptakan sebuah lingkaran konflik dan akan membentuk lingkaran berikutnya. Ada dua kelompok besar dalam spiral konflik ini.  

Pertama, adalah spiral konflik yang bersifat saling balas membalas. Dalam hal ini masing-masing pihak yang berkonflik akan melakukan tindakan sebagai sebuah respon dari tindakan pihak yang lain yang dianggap tidak menyenangkan. Dan hal ini akan terus secara contentious terjadi jika respon negatif terhadap tindakan dari masing-masing pihak tidak dapat berhenti. 
Kedua, spiral konflik yang defensif. Masing-masing pihak memberikan reaksi dengan tujuan untuk melindungi diri dan kepentingan mereka dari ancaman yang dirasakan ada di dalam tindakan defensif dari pihak yang lain. 

3. Model Perubahan Struktural Model ini menjelaskan bahwa konflik dan strategi yang digunakan untuk mengatasinya, menghasilkan sebuah residu. Residu ini merupakan 
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52   perubahan-perubahan yang terjadi dalam pihak-pihak yang terlibat langsung dengan konflik dan juga masyarakat di sekitar wilayah terjadinya konflik. Dalam konteks Indonesia Franz Magnis Suseno berpendapat bahwa dalam menciptakan perdamaian dan pengelolaan konflik yang bisa saja terjadi ada beberapa hal yang harus dilakukan.69 Pertama, membangun kembali rule of the 

law, ini dipandang sangat penting dilakukan karena faktanya konflik yang terjadi dikarenakan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksanakan hukum, sehingga akibatnya masyarakat seringkali melakukan pelaksanaan hukum sesuai dengan apa yang mereka inginkan, hal ini yang bisa menimbulkan konflik bahkan dapat menjadi sebuah faktor eskalasi sebuah konflik. 
Kedua, desentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi secara teratur dan terorganisir dengan baik. Franz memandang bahwa kesatuan negara ini tidak akan tercipta hanya dengan kita membuat sebuah negara kesatuan. Tetapi negara ini akan menjadi negara kesatuan dan stabil jika setiap wilayah, suku dan komunitas agama ingin menjadi bagian dari Indonesia. Sehingga untuk mewujudkan rasa kesatuan keadilan politik maupun ekonomi haruslah merata, setiap wilayah memiliki otoritas identitas dan pembangunan masing-masing.                                                            69 69Franz Magnis-Suseno, “Faktor-faktor Yang Mendasari Terjadinya Konflik Antara Kelompok Etnis dan Agama di Indonesia: Pencegahan dan Pemecahan”, dalam Konflik 

Komunal di Indonesia Saat Ini, ed. Dick van  der Meij dan Farida Ishaja, terj. Suaidi Asy’ari (Jakarta: INIS Universiteit Leiden dan Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatuallah, 2003), 125-126. 
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53   Ketiga, membangun masyarakat yang demokratis dengan budaya yang demokratis. Franz menilai hal ini karena gagalnya masa orde baru dengan model pemerintahan yang otoriter untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, sebaliknya gaya orde baru yang otoriter menjadikan penyebab utama kemunduran masyarakat kedalam konflik kekerasan. 
Keempat, pembangunan ekonomi yang merata. Sehingga masyarakat umum dapat merasakan keadilan dalam pembangunan tersebut. Ini dikarenakan faktor kesenjangan ekonomi memiliki potensi dalam melahirkan sebuah konflik, timbulnya prasangka akibat dari kesenjangan ini bisa menjadikan tindakan-tindakan yang dapat berujung pada konflik kekerasan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dalam ketentuan Pasal 1 menjelaskan tentang apa yang dinamakan penanganan konflik, pencegahan konflik dan penghentian konflik, disebutkan bahwa: Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam 
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54   masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.70 Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik dalam asas, tujuan dan ruang lingkup pasal 2  juga menyebutkan bahwasanya penanganan konflik harus mencerminkan asas kemanusiaan, hak-hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, kebhinneka-tunggal-ikaan, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban dan kepastian hukum, keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak dan tidak membeda-bedakan. Sehingga dalm Undang-Undang telah dijamin asas dalam penyelesaian konflik harus adil dan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kearifan lokal yang, selain itu dalam resolusi konflik dituntut tidak hanya berhenti pada penyelesaian melainkan ada proses keberlanjutan merekonstruksi kembali keadaan sosial supaya kembali seperti semula dan mendorong integrasi dalam sistem sosial. Sistem penyelesaian konflik diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 8 ayat (1), (2) dam (3) yang menyebutkan: (1) Penyelesaian perselelisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai. (2) Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah untuk mufakat. (3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat para pihak.71 Selanjutnya dalam pasal 9 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat.72                                                            70 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 1. 71 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 8. 



    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  

55   Dalam pasal 12 disebutkan penghentian konflik dilakukan melalui penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan prlindungan korban, bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.73 Dalam kasus konflik skala kabupaten kota diatur status keadaan konflik dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) menyebutkan: (1) Dalam status keadaan konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota bertanggung jawab atas penanganan konflik kabupaten/kota. (2) Dalam penanganan konflik skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota wajib melaporkan perkembangan penanganan konflik kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait serta DPRD kabupaten/kota.74 Selanjutnya untuk kelembagaan perangkat dalam penyelesaian konflik diatur dalam pasal 40 yang menyebutkan. Kelembagaan penyelesaian konflik terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.75 Sedangkan untuk tugas dan fungsi satuan tugas penyelesai konflik sosial diatur dalam pasal 43 ayat (1) sampai (3) yang menyebutkan bahwa: (1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial bertugas menyelesaiakan konflik sosial melalui musyawarah untuk mufakat. (2) Penyelesaian Konflik melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik. (3) Dalam hal penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaianya dilakukan melalui pengadilan.76                                                                                                                                                                72 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 9. 73 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 12. 74 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 23. 75 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 40. 76 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 43. 
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56   Dan dalam hasil penyelesaian konflik melalui musyawarah yang mengedepankan pranata adat dan pranata sosial harus diakui keberadaannya, dan memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik, ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 41 ayat (1) dan (3).77 
C. Konflik dan Resolusi Konflik Dalam Islam Dalam Islam konflik juga dipandang sebagai hal yang tidak akan terlepas dari kehidupan sosial, bahkan dalam al-Qur’an sendiri terlah menceritakan bahwasannya dari mulai masa dimana manusia pertama di bumi Nabi Adam dan Siti Hawa,sudah ada konflik antar manusia yaitu antara kedua anak dari Nabi Adam sendiri, Qabil dan Habil yang terlibat sebuah pertengkaran dikarenakan Qabil yang iri hati terhadap Habil. Dalam Surat Al Maidah ayat 27-30 dijelaskan kejadian ini.  ã≅ ø? $#uρ öΝÍκö� n=tã r' t6tΡ óo_ ö/$# tΠ yŠ#u Èd, ys ø9$$ Î/ øŒÎ) $ t/§�s% $ ZΡ$ t/ö�è% Ÿ≅ Îm6à)çFsù ô ÏΒ 

$ yϑÏδÏ‰ tn r& öΝs9uρ ö≅ ¬6s)tFãƒ z ÏΒ Ì�yzFψ$# tΑ$ s% y7̈Ψ n=çFø%V{ ( tΑ$ s% $ yϑ̄Ρ Î) ã≅ ¬7s)tGtƒ ª! $# 
z ÏΒ t É)−Fßϑø9$# ∩⊄∠∪   .È⌡ s9 |MÜ|¡o0 ¥’ n<Î) x8 y‰ tƒ Í_ n=çFø)tGÏ9 !$ tΒ O$ tΡ r& 7ÝÅ™$ t6Î/ 

y“Ï‰ tƒ y7ø‹s9Î) y7n=çFø%L{ ( þ’ ÎoΤÎ) Ú’% s{ r& ©! $# ¡> u‘ t Ïϑn=≈ yèø9$# ∩⊄∇∪   þ’ ÎoΤÎ) ß‰ƒÍ‘ é& 
βr& r& þθç6s? ‘ ÏϑøO Î* Î/ y7Ïÿ ùSÎ)uρ tβθä3 tF sù ô ÏΒ É=≈ ys ô¹ r& Í‘$̈Ψ9$# 4 y7Ï9≡sŒ uρ (#äτℜt“ y_                                                            77 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 41. 
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57   t ÏΗÍ>≈ ©à9$# ∩⊄∪   ôMtã§θsÜsù …çµs9 …çµÝ¡ø)tΡ Ÿ≅ ÷Fs% ÏµŠ Åzr& …ã& s# tGs)sù yxt6ô¹ r' sù z ÏΒ 
š Î�Å£≈ sƒ ø:$# ∩⊂⊃∪     Artinya: 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa". 28. "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." 29. "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian Itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." 30. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi.78 Meskipun al-Qur’an mengajarkan pentingnya perbuatan baik antar sesama, al-Qur’an juga tetap menyebutkan sisi keburukan yang dilakukan oleh manusia, dan banyak diantaranya adalah kisah-kisah tentang konflik-konflik yang terjadi dari masa ke masa seperti dimulai dari konflik Qabil dan Habil di atas, Ibrahim dan Abrahah, Nuh dan pengikutnya, Musa dan Raja Firaun di Mesir dan umat Muslim dengan suku Arab yang non-muslim saat awal kedatangan islam.79 Sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk berkonflik sudah ada dalam diri manusia. Seperti yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 30.                                                            78 al-Qur’an, 5:27-30 79 Akhmad Rifa’i, “Konflik dan Resolusinya Dalam Prespektif Islam”, Jurnal Millah, edisi khusus (Desember, 2010), 172. 
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58   øŒ Î)uρ tΑ$ s% š� •/u‘ Ïπs3 Í×̄≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπx)‹Î=yz ( (#þθä9$ s% ã≅ yèøg rBr& 
$ pκ� Ïù  tΒ ß‰ Å¡ø)ãƒ $ pκ� Ïù à7Ï)ó¡o„ uρ u !$ tΒÏe$!$# ß øtwΥuρ ßxÎm7|¡çΡ x8 Ï‰ ôϑpt ¿2 â Ï̈d‰ s)çΡ uρ 

y7s9 ( tΑ$ s% þ’ ÎoΤÎ) ãΝn=ôãr& $ tΒ Ÿω tβθßϑn=÷ès? ∩⊂⊃∪     Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." merekaa berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.80 Senada dengan hal ini Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa suatu peradaban tidak akan bisa lahir jika tidak adanya konflik.81 Karena konflik akan selalu ada, karena termasuk dalam interaksi sosial masyarakat. Sehingga menurut Hobbes konflik bisa di anggap sebagai gejala instrintik yang tidak mungkin di hindarkan dalam kehidupan manusia, semua literatur peradaban manusia mencatat konflik sosial pada masanya.82 Interaksi sosial juga didukung dengan adanya perbedaan diantara tiap individu, suku, bangsa maupun negara. Sehingga karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak interaksi sosial pasti akan terjadi dan bisa saja didalamnya akan terjadi konflik. Namun perbedaan ini bukan berarti menjadi faktor pemicu konflik, karena perbedaan dan keragaman merupakan sebuah hal yang wajar dan tidak dapat di hindari. Dalam al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 13 hal ini dijelaskan.                                                            80 al-Qur’an, 2:30. 81 A.Fajruddin Fatwa, “Relasi Agama Dalam Konflik Sosial”, dalam Resolusi Konflik 
Islam Indonesia, ed. Thoha Hamim dkk (Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007), 58. 82 Ibid. 
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59   $ pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø)n=yz ÏiΒ 9�x.sŒ 4s\Ρ é& uρ öΝä3≈ oΨ ù=yèy_ uρ $ \/θãèä© Ÿ≅ Í← !$ t7s%uρ 
(#þθèùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3 tΒt�ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝä39s)ø? r& 4 ¨βÎ) ©! $# îΛÎ=tã ×��Î7yz ∩⊇⊂∪     Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.83 Ayat ini menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya merupakan dasar hubungan antar sesama umat manusia.84 Allah sendiri dalam ayat ini sangat jelas menegaskan bahwa sesungguhnya perbedaan bukan menjadi sebuah hal yang salah, melainkan manusia memang diciptakan tuhan berbeda agar saling mengenal, dengan adanya perbedaan manusia akan bisa membangun interaksi sosial dengan sesamanya. Yang terpenting dari pesan ayat ini adalah bahwasanya pluralitas juga diakui dalam Islam, sehingga dalam interaksi sosial pluralisme merupakan sebuah hal yang penting untuk menyikapi perbedaan sehingga bisa meminimalisir terjadinya koflik. Konsekuensinya untuk menghindari sebuah konflik dalam masyarakat yang plural, interaksi sosial tidak boleh dibatasai dalam bentuk apapun entah itu ras,suku, budaya, strata maupun bangsa dan negara. Sehingga diskriminasi yang menjadi sebab-sebab konflik harus dihindari dalam kehidupan sosial yang plural. Dalam hal ini berarti Islam juga memandang selain konflik merupakan bagian dari interaksi sosial, islam juga mamandang bahwa konflik meruapakan bukan suatu tujuan, melainkan sebagai sebuah cara untuk membebaskan                                                            83 al-Qur’an, 49:13 84 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah ( Ciputat: Lentera Hati, 2012),  615. 
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60   kehidupan manusia dari kepentingan individual dan kejelekan-kejelakan, sehingga tidak membiarkan perbedaan-perbedaan itu menjadi penyebab terjadinya konflik dan mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling menjaga silaturrahim antar sesama umat manusia.85 karena al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 1 mengingatkan bahwasanya manusia berasal dari asal yang sama.    $ pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θà)®? $# ãΝä3 −/u‘ “Ï% ©!$# / ä3 s)n=s{  ÏiΒ <§ø)̄Ρ ;ο y‰ Ïn≡uρ t, n=yzuρ 
$ pκ÷]ÏΒ $ yγy_ ÷ρ y— £] t/uρ $ uΚåκ÷]ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #Z��ÏW x. [ !$ |¡ÎΣuρ 4 (#θà)̈? $#uρ ©! $# “Ï% ©!$# 

tβθä9u !$ |¡s? ÏµÎ/ tΠ%tn ö‘ F{ $#uρ 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. öΝä3 ø‹n=tæ $ Y6Š Ï%u‘ ∩⊇∪  Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.86 Sikap menghormati, toleran dan memahami akan adanya perbedaan disekitar kita menjadi kunci dalam menjaga kehidupan sosial. Sesama umat beragama tidak boleh saling memaksakan kehendak apalagi dengan menggunakan tindak kekerasan. Seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada abad ke 16 H, setelah penaklukan Yerussalem oleh kaum muslimin, setelah itu dibuat perjanjian dengan Patriarch Sophronious, salah satu pemuka agama Kristen Ortodoks disana. Perjanjian tersebut dinamakan al-Uhda al-Umariyyah yang berisi jaminan keamanan terhadap warga Aelia, dan Umar memerintahkan kepada                                                            85 Arijo Isnoer Narjono, “Manajemen Konflik Organisasi Dalam Pandangan Islam”, 
Jurnal JIBEKA, Vol. 8 No. 1 (Februari, 2014), 12. 86 al-Qur’an, 4:1. 
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61   semua orang agar menghormati setiap hak-hak warga sipil disana. Bahkan pada saat itu Umar tidak mau untuk sholat di Gereja Qiyamah, dikarenakan Umar tidak mau jika dia sholat disana pasukan muslim akan menafsirkan bahwa Gereja Qiyamah boleh ditaklukan dan boleh dijadikan masjid.87 Kisah Umar bin Khattab yang tidak memaksakan non-muslim untuk mengikuti agama Islam menjadi sebuah contoh akan pentingnya toleransi, dalam al-Qur’an juga dijelaskan bagaimana kita sebagai umat muslim tidak boleh memaksakan kehendak kepada saudara-saudara kita yang non-muslim, dalam surat al-Maidah ayat 48. 
!$ uΖø9t“Ρ r& uρ y7ø‹s9Î) |=≈ tGÅ3 ø9$# Èd, ys ø9$$ Î/ $ ]%Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑÏj9 š ÷ t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ z ÏΒ 

É=≈ tGÅ6 ø9$# $ ·Ψ Ïϑø‹yγ ãΒuρ Ïµø‹n=tã ( Νà6 ÷n $$ sù ΟßγoΨ ÷� t/ !$ yϑÎ/ tΑt“Ρ r& ª! $# ( Ÿω uρ ôì Î6®K s? 
öΝèδu !# uθ÷δ r& $ £ϑtã x8 u !% ỳ z ÏΒ Èd, ys ø9$# 4 9e≅ ä3 Ï9 $ oΨ ù=yèy_ öΝä3ΖÏΒ Zπtã÷�Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒuρ 4 

öθs9uρ u !$ x© ª! $# öΝà6 n=yèyf s9 Zπ̈Βé& Zο y‰ Ïn≡uρ  Å3≈ s9uρ öΝä.uθè=ö7uŠ Ïj9 ’ Îû !$ tΒ öΝä38s?#u ( 
(#θà)Î7tFó™$$ sù ÏN≡ u�ö� y‚ ø9$# 4 ’ n<Î) «! $# öΝà6 ãèÅ_ ö�tΒ $ Yè‹Ïϑy_ Νä3 ã∞Îm6t⊥ ãŠ sù $ yϑÎ/ óΟçGΨ ä. 

ÏµŠ Ïù tβθà)Î=tFøƒ rB ∩⊆∇∪     Artinya: dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya                                                            87 Hasanul Rizqa, “Teladan Toleransi Umar bin Khattab”, http://republika.co.id/2016/11/20/teladan-toleransi-umar-bin-khattab/ (Senin, 30 April 2018, 12:40) 
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62   kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.88 Di tegaskan dalam al-Baqarah ayat 256. 
Iω oν#t�ø.Î) ’ Îû È Ïe$!$# ( ‰ s% t̈ t6̈? ß‰ ô© ”�9$# z ÏΒ Äcxöø9$# 4  yϑsù ö�à)õ3 tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9$$ Î/ 

-∅ ÏΒ÷σãƒuρ «! $$ Î/ Ï‰ s)sù y7|¡ôϑ tGó™$# Íο uρ ó�ãèø9$$ Î/ 4’ s+øO âθø9$# Ÿω tΠ$ |Á Ï)Ρ $# $ oλm; 3 ª! $#uρ 
ìì‹Ïÿ xœ îΛÎ=tæ ∩⊄∈∉∪     Artinya: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.89 Meskipun al-Qur’an juga menyabutkan tentang konflik adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindari, tetapi al-Qur’an juga menegaskan bahwasanya konflik sebaiknya harus dihindari, karena untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang timbul akibat konflik.90 Sebagaimana dalam surat al-Anfal ayat 46 

(#θãè‹ÏÛ r& uρ ©! $# …ã& s!θß™u‘ uρ Ÿω uρ (#θããt“≈ uΖs? (#θè=t±ø)tGsù |= yδõ‹ s? uρ ö/ ä3 çt† Í‘ ( 
(#ÿρ ç�É9ô¹ $#uρ 4 ¨βÎ) ©! $# yì tΒ š Î�É9≈ ¢Á9$# ∩⊆∉∪     Artinya: dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.91                                                            88 al-Qur’an, 5:48. 89 al-Qur’an,  2:256. 90 Hasan Waeduloh, “Manajemen Konflik Dalam Prespektif Dakwah”, Jurnal Dakwah 

Tabligh, Vol. 15 No. 2 (Juni, 2014), 100. 91 al-Qur’an, 8:46 
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63   Sehingga ketika terjadi sebuah konflik al-Qur’an juga memberikan sebuah solusi pemecahan konflik, dan apa yang seharusnya dilakukan setelah konflik tersebut terselesaikan, sehingga bisa dihindari terjadinya konflik kembali, yaitu. 
Pertama, dalam menyelesaikan konflik kita harus tau sumber masalah penyebab konflik, faktor pemercepat terjadinya konflik, siapa saja yang terlibat dan kondisi sosial budaya. Sehingga disini kita dilarang untuk berprasangka buruk mengenai sebuah keadaan, dalam hal ini penting sekali untuk menelaah kembali konflik tersebut sebelum mengambil tindakan. Dalam al-Qur’an dijelaskan pada beberapa ayat diataranya al-Isra’ ayat 36 dan An-Najm ayat 28. 

Ÿω uρ ß# ø)s? $ tΒ }§øŠ s9 y7s9 ÏµÎ/ íΟù=Ïæ 4 ¨βÎ) yì ôϑ¡¡9$# u�|Çt7ø9$#uρ yŠ#xσà)ø9$#uρ ‘≅ ä. 
y7Í×̄≈ s9'ρ é& tβ% x. çµ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪     Artinya: dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.92 

$ tΒuρ Μçλm; ÏµÎ/ ô ÏΒ AΟù=Ïæ ( βÎ) tβθãèÎ7−Ftƒ āω Î) £ ©à9$# ( ¨βÎ)uρ £ ©à9$# Ÿω Í_ øóãƒ 
z ÏΒ Èd, ptø:$# $ \↔ ø‹x© ∩⊄∇∪     Artinya: dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.93 

Kedua, berusaha membuat kedua belah pihak agar bisa berdamai dan membangun hubungan kembali, dengan cara melakukan musyawarah, negosiasi,                                                            92 al-Qur’an, 17:36. 93 al-Qur’an, 53:28 
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64   bertukar informasi saling mendengarkan penjelasan dan mengambil sikap sehingga bisa diambil sebuah solusi.94 Hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 9-10. 
βÎ)uρ Èβ$ tGx)Í← !$ sÛ z ÏΒ t ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# (#θè=tGtGø%$# (#θßs Î=ô¹ r' sù $ yϑåκs]÷� t/ ( .βÎ* sù ôMtót/ 

$ yϑßγ1y‰ ÷n Î) ’ n?tã 3“t�÷zW{ $# (#θè=ÏG≈ s)sù ÉL ©9$# Èöö7s? 4®L ym u þ’ Å∀s? #’ n<Î) Ì�øΒr& «! $# 4 
βÎ* sù ôNu !$ sù (#θßs Î=ô¹ r' sù $ yϑåκs]÷� t/ ÉΑ ô‰ yèø9$$ Î/ (#þθäÜÅ¡ø%r& uρ ( ¨βÎ) ©! $# �= Ït ä† 

š ÏÜÅ¡ø)ßϑø9$# ∩∪     Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.95 Dalam ayat ini Allah menyiratkan sebuah hikmah bahwasanya Allah senang dengan ditegakkannya keadilan walau itu mengakibatkan kerenggangan hubungan antara dua pihak yang berselisih, tetapi dia lebih senang jika kebenaran dapat di capai sekaligus menciptakan hubungan harmonis antara pihak-pihak yang tadinya telah berselisih.96 Sehingga dalam penyelesaian konflik harus dilakukan seadil mungkin, dan kalau bisa berusaha agar tidak menimbulkan gejolak konflik yang lebih besar, sehingga antar kedua belah pihak sama-sama saling memahami.                                                            94 Hasan Waeduloh, “Manajemen Konflik Dalam Prespektif Dakwah”, Jurnal Dakwah 
Tabligh, Vol. 15 No. 2 (Juni, 2014), 101. 95 al-Qur’an, 49:9. 96 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah ( Ciputat: Lentera Hati, 2012), 297. 
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65   $ yϑ̄Ρ Î) tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# ×ο uθ÷zÎ) (#θßs Î=ô¹ r' sù t÷ t/ ö/ ä3 ÷ƒuθyzr& 4 (#θà)̈? $#uρ ©! $# ÷/ ä3 ª=yès9 
tβθçΗxq ö�è? ∩⊇⊃∪     Artinya: orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.97 Ayat tersebut merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya, ayat ini mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan serta hubungan harmonis antar-anggota masyarakat kecil atau besar akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara sebagaimana dipahami dari 

qital yang puncaknya adalah peperangan.98 Bisa dibilang bahwa ayat ini menyebutkan bagaimana dampak negatif dari konflik. Dan dalam penyelesain konflik harus dilakukan melalui proses musyawarah dengan semua pihak yang terkait. Dalam al-Qur’an dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 38. 
t Ï% ©!$#uρ (#θç/$ yf tGó™$# öΝÍκÍh5t�Ï9 (#θãΒ$ s%r& uρ nο 4θn=¢Á9$# öΝèδã�øΒr& uρ 3“u‘θä© öΝæηuΖ÷� t/ 
$ £ϑÏΒuρ öΝßγ≈ uΖø%y—u‘ tβθà)Ï)Ζãƒ ∩⊂∇∪     Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.99                                                            97 al-Qur’an, 49:10. 98 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah ( Ciputat: Lentera Hati, 2012),  601. 99 Al-Qur’an, 42:38.  
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66   Setelah dua ayat tersebut yang menyebutkan tentang bagaimana cara dalam penyelesaian konflik, dua ayat selanjutnya menjelaskan bagaimana menjaga hubungan sesama agar tidak lagi terjadi konflik, yaitu dalam al-Hujurat ayat 11-12. 
$ pκš‰r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω ö�y‚ ó¡ o„ ×Π öθs%  ÏiΒ BΘöθs% #|¤ tã βr& (#θçΡθä3 tƒ #Z�ö�yz 
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$ \GøŠ tΒ çνθßϑçF÷δÌ�s3 sù 4 (#θà)̈? $#uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©! $# Ò>#§θs? ×ΛÏm §‘ ∩⊇⊄∪     Artinya: 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.100                                                            100 al-Qur’an, 49:11-12. 
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67   Ayat ke 11 menjelaskan tentang bagaimana cara agar tidak lagi timbul konflik. Kita tidak dianjurkan untuk menghina orang atau kelompok lain yang berbeda dengan kita, karena itu dalam ayat ini tersirat sebuah pesan akan pentingnya toleransi dan memahami perbedaan. Sedangkan dalam ayat ke 12 dijelaskan bahwasanya kita dilarang untuk berprasangka buruk, karena prasangkan buruk bisa saja dapat menimbulkan atau memperluas terjadinya konflik, sehingga kita dilarang untuk mencari-cari kejelekan dari seseorang. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai penjelasan mengenai damai pasif, dimana seorang mukmin yang menyandang sikap damai, paling tidak bila dia tidak dapat memberi manfaat kepada yang lainnya, jangan sampai dia mencelakakannya. Dan jika dia tidak bisa memberi maka jangan sampai mengambil hak orang lain. Kalau tidak dapat menggembirakan orang lain jangan sampai meresahkan, dan jika tidak bisa memuji jangan sampai mencela.101                                                             101 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah ( Ciputat: Lentera Hati, 2012),  605-615. 



    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  

 68 BAB III 

DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN  
A. Sejarah Kabupaten Gresik Gresik merupakan sebuah Kabupaten di pesisir utara Jawa Timur, yang berbatasan langsung dengan ibu kota Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, tepatnya di utara Surabaya. Gresik dahulu terkenal sebagai sebuah kota bandar yang terkenal dan menjadi pusat perdagangan pada abad ke 11 M, tidak hanya menjadi pusat perdagangan antar pulau di Nusantara melainkan sudah meluas dari seluruh penjuru Negara.1 Mulai dari pedangang Arab, Bengali, Siam, Campa sampai Gujarat mendarat di Gresik bertujuan untuk berdagang. Sehingga tidak heran di Gresik bisa dikatakan menjadi salah satu tempat agama Islam tumbuh dan berkembang di Indonesia, ini di buktikan dengan adanya makam Siti Fatimah binti Maimun sebagai makam Islam tertua di Indonesia.  Di kisahkan bahwa Siti Fatimah binti Maimun merupakan putri dari Syekh Mahmud Syah Alam atau dipanggil juga Maimun yang berasal dari Iran dan ibunya bernama Siti Aminah yang berasal dari Aceh.2 Datang ke Gresik bersama dengan pengawal, selir dan gurunya bertujuan untuk berdagang dan menjalin hubungan                                                            1Kementrian Dalam Negeri, “Kabupaten Gresik”, http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3525/gresik/ (Rabu, 18 April 2018, 03.00) 2Muhammad Samsul, “Siti Fatimah Binti Maimun”, http://www.suaragresik.com/2013/11/siti-fatimah-binti-maimun-makam-panjang/ (Rabu, 18 April 2018, 03.00) 
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69   politik dengan kerajaan Majapahit saat itu, atas usul dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang juga sepupu dari Sultan Mahmud Syah Alam dan turun di daerah Manyar yang dulu daerah Manyar sampai Betoyo  merupakan lautan dan rawa-rawa tidak seperti sekarang yang sudah menjadi daratan.3 Tetapi hubungan antara kedatangan Siti Fatimah Binti Maimun masih diperdebatkan karena jika dilihat dari tahun datangnya Syekh Maulana Malik Ibrahim dan wafatnya Siti Fatimah binti Maimun terpaut waktu cukup lama sekitar 200 tahun.4 sehingga hal ini masih perlu untuk di kaji lebih mendalam.   Jauh sebelumnya Gresik awalnya merupakan daerah kekuasaan Majapahit yang berpusat di Mojokerto, dan Gresik menjadi pelabuhan Internasionalnya Majapahit masa itu. Hal ini di temukan penulis ketika mencari bukti-bukti sejarah di komplek makam salah satu wali songo yang ada di Gresik yaitu komplek makam Syekh Maulana Malik Ibrahim, di Kecamatan Gresik. Di sana selain terdapat makam Syekh Maulana Malik Ibrahim disana juga terdapat komplek pemakaman para Adipati dari beberapa wilayah di sekitar Gresik, di antaranya Madura, Pasuruan, Probolinggo, Gresik, Karisidenan Surabaya, dan Sedayu. Menurut salah satu penjaga di komplek pemakaman Adipati tersebut sudah dari dulu sejak zaman Majapahit, bahkan disana ada beberapa prasasti berbahasa Jawa yang penulis temukan disana.5                                                              3 Nurul, Wawancara, Leran, 15 Desember 2017. 4Muhammad Samsul, “Siti Fatimah Binti Maimun”, http://www.suaragresik.com/2013/11/siti-fatimah-binti-maimun-makam-panjang/ (Rabu, 18 April 2018, 03.00) 5Amron, Wawancara, Komplek Makam Adipati, 17 April 2018. 
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70             Memang sayangnya hal ini tidak banyak mendapat perhatian dari pemerintah Gresik tentang fakta sejarah bahwa Gresik juga sebagai pelabuhan internasional kerajaan Majapahit. Kebanyakan pemerintah Gresik dalam beberapa buku sejarah tentang Gresik hanya menulis tentang masuknya Islam dan berdirinya Kerajaan Giri Kedaton yang didirikan oleh Sunan Giri atau nama lainnya Raden Ainul Yaqin dan pengaruh dari Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Gresik, sehingga Gresik menjadi sebuah ruang yang menyimpan atefak sejarah tentang penyebaran Islam di tanah Jawa.6 Padahal jika di telusuri tentang Gresik pada masa Majapahit bisa juga mengungkap bagaimana Gresik dulu sebagai salah satu wilayah terpenting dalam kekuasaan Majapahit masa itu.                                                            6Tim Penyusun Sejarah Gresik, Kota Gresik Sebuah Prespektif Sejarah dan Hari Jadi Gresik (Gresik:Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik, 1991), 16. Gambar 3.1 Komplek Makam Adipati  (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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71   Belum banyak yang mengulas tentang Gresik pada masa Majapahit. Diantara dari beberapa prasasti yang di temukan penulis di komplek makam para Adipati adalah prasasti Karang Bogem. Ada yang mengatakan jika Prasasti ini di temukan di daerah Karang Bogem yang sekarang masuk dalam Kecamatan Bungah, tetapi menurut salah satu penjaga di komplek makam adipati tersebut prasasti ini ada sejak masa Majapahit di sana.7 Sehingga dalam hal ini penulis kurang mendapatkan data tentang kebenaran cerita prasasti ini, karena tidak ada petunjuk tertulis yang memastikan tentang prasasti ini. Tetapi mengenai kebenaran prasasti ini sudah ada sejak masa Majapahit bisa di lihat di bawah prasasti ada lambang dari kerajaan Majapahit yaitu matahari, teratai, tombak dan panah. Sehingga fakta bahwa Prasasti tersebut bersala dari masa Kerajaan Majapahit itu cukup kuat.                                                                      7 Amron, Wawancara, Komplek Makam Adipati, 17 April 2018. Gambar 3.2  Prasasti Karang Bogem (Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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72    Prasasti tersebut berangka tahun 1387 M, ada tulisan Jawa kuno di kedua sisi prasasti terbut dan memuat nama Gresik dalam bahasa Jawa kuno, prasasti tersebut bertuliskan sebagai berikut Iku wruhane para mantri ing tirah, aryya singga, pabayeman, aryya carita purut, patih lajer, wruhane yen ingong amegahaken karange patih tambak karang bogem, penangane, kidul lebuh, panangane wetan sadawata anutug segara pisan, penangane kulon babatan demung wana, anutug segera pisan, pasawahane sajung babatan akikil, iku ta malerahaja den siddhigawe hana ta kawulaningong saking Gresik warigaluh ahutang saketi rong laksa genep sabisane hasikep rowang warigaluh luputata saking sidayu kapangarahan po hiya sakti dalem galangan kawolu anghaturakna tahiya bacan bobot sewu sarahi atombak sesine tambake saprakra kanahana tahiya ring pamuja. Dan terjemahannya kurang lebih sebagai berikut: Bahwa inilah surat yang harus diketahui oleh para Mantri Tirah, yang mulia Songga dari Pabayeman, yaitu yang mulia Carita dari Purut, Pati Lajer. Mereka hendaknya mengtahui bahwa kita telah menetapkan daerah seorang Pati Tambak Karang Bogem. Perbatasanya di sebelah selatang dengan sebidang ladang, di sebelah timur berbatasan dengan tanah yang mendatar dari laut. Adapun luasnya sawah satu jung dan penebasan satu kil. Demikian perbatasan tersebut, jangan di ganggu penetapan itu. Kemudian adalah seorang warga kami berasal dari Gresik, kerjanya nelayan, mempunyai utang sejumlah sau kati dua laksa, sedapat-dapatnya dia akan memungut bantuan sesama nelayan. Kini mereka, akan bebas dari tuntutan dari pihak Sidayu, tetapi mereka harus memenuhi tuntutan dari negeri. Di galangan ke delapan mereka harus membayar terasi (hacan,belacan) seberat seribu timbangan. Hasil tambak harus di berikan kepada kita. Kemudian pedagang angogogondhok yaitu para penyadap nira, mereka juga dibebaskan dari pembayaran arik pundik bermacam-macam cukai. Mereka sekarang harus dikenakan cukai pamuja (cukai kerajaan).8  Gresik pada masa Majapahit juga sudah mulai berkembang agama Islam, seperti yang sudah di jelaskan di atas, bahwa awal dari Islam tumbuh cukup pesat                                                            8 Sobat Mabar, “Sejarah Nama Kota Gresik”, http://www.kaskus.co.id/thread/sejarah-nama-kota-gresik/ (Senin, 16 April 2018, 14.00) 
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73   adalah pengaruh dari Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan keduanya disebut sebagai tiangnya para raja dan menteri, karena pengaruhnya yang cukup kuat di lingkungan kerajaaan Majapahit.9 Tetapi kedatangan kedua tokoh ini tidak bersamaan,Raden Rahmat atau Sunan Ampel datang ke Gresik setelah wafatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Datang dari Campa bersama dengan Raden Ali Hutomo dan Abu Huraerah, mereka menumpang kapal miliki saudagar dari Gresik, Ali Hutomo di beri gelar oleh Kerajaan Majapahit sebagai Raja Pandita yang bekedudukan di Gresik sebagai pengganti Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai Syahbandar saat itu, sedangkan Raden Rahmat diberi kedudukan di Ampel Denta Surabaya dan dikenal sebagai Sunan Ampel.10  Pada abad ke 14 M, Zheng He (Cheng Ho) singgah di Gresik, yang pada saat itu Gresik berupa pemukiman tandus dan kotor sehingga etnis Cina yang tinggal di sana menyebutnya sebagai Tse T’sun yang artinya perkampungan kotor, ini dikarenakan kondisi Gresik yang merupakan daerah muara sungai-sungai besar dan rawa-rawa sehingga ketika musim hujan debit air akan membawa endapan lumpur.11 Tetapi pada pertengahan abad ke 15 M, orang-orang Cina yang baru mendarat ke Gresik, merubah sebutan kampung kotor menjadi T’sin T’sun yang artinya                                                            9 Pemerintah Kabupaten Gresik, “Profil Sejarah Gresik”, http://gresikkab.go.id/profil/sejarah/ (Senin, 16 April 2018, 14.40) 10 Aminuddin Kasdi, Riwayat Sunan Giri Berdasarkan Sumber-sumber Sejarah Tradisional 
Babad Gresik (Surabaya: Univiersity Press IKIP Surabaya, 1995), 96. 11 Ayu Gandis Prameswari, “Pelabuhan Gresik pada Abad XIV”, Avatara e-Journal 
Pendidikan Sejarah, Vol. 1 No. 2 (Mei, 2013), 61. 
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74   perkampungan atau kota baru, dengan berubahnya wajah Gresik menjadi lebih baik dari sebelumnya.12 Kedatangan etnis Cina juga di tulis dalam Encyclopedie Van 

Nederlanndch Indie yang menyebutkan bahwa etnis Cina di Gresik sudah ada sebelum abad ke 14 M. Dalam eksiklopedia tersebut di jelaskan sebagai berikut.13 “De Chinezen kwamen er reeds voor 1400 A.D. en noemeden het T’se-t’sun over de 
aleiding van deze weining verhefenden naam de letterlijke beteekenis is kakhuisdrop. 
Rouffaer, KTTLV, 7e volgreeks, V 190, blz. 178” Artinya sebagai berikut: Kedudukan orang-orang Cina Sudah terjadi sebelum tahun 1400 M dan menyebut nama T’se-T’sun. Tentang asal-usul nama yang menarik ini arti harfiahnya ialah perkampungan kumuh, dapat dibaca keterangan Rouffaer dalam KTTLV, seri lanjutan ke-7, V 1906, halaman 178.  Sampai pada berdirinya kerajaan Giri Kedaton pada sekitar tahun 1487 M yang di pimpin oleh Raden Ainul Yaqin atau dipanggil Sunan Giri, termasuk juga salah satu dari Wali Songo. Dan pada tahun itu juga dijadikan patokan lahirnya Kota Gresik. Pada  Giri Kedaton bertahan sampai kurang lebih 200 tahun, dari masa Majapahit dan Demak. Pada masa itu pusat pemerintahan ada didaerah bukit Giri yang sekarang berada di wilayah Kecamatan Kebomas. Pengaruh dari kesultanan Giri Kedaton sampai di daerah pulau Maluku, banyak dari santri-santri Sunan Giri yang berkelana dan menyebarkan agama Islam di sana.                                                            12 Sobat Mabar, “Sejarah Nama Kota Gresik”, http://www.kaskus.co.id/thread/sejarah-nama-kota-gresik/ (Senin, 16 April 2018, 14.00). 13 Mustakim, Mengenal Sejarah dan Budaya Masyarat Gresik (Gresik: Dinas P&K Kabupaten Gresik, 2005), 9. 
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75    Pada masa VOC, Afdeeling Gresik terdiri dari Kabupaten Gresik, Lamongan dan Sedayu dan berada pada jalur utama pos Deandels, pada masa itu perkembangan Gresik selanjutnya kalah pesat dibanding dengan Surabaya sehingga Gresik akhirnya di gabung dengan Surabaya menjadi Kabupaten Surabaya pada tahun 1934. Meskipun pada masa itu Gresik tetap menjadi daerah bandar pelabuhan, bahkan pihak kolonial mengembangkan daerah utara Gresik dengan membuat jalan lintas utara Gresik, yang membelah dari Kebomas sampai daerah Kecamatan Panceng, sampai sekarang jalan ini menjadi, jalan penghubung yang penting dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah.  Jadi sampai awal kemerdekaan Gresik masih masuk pada daerah pemerintahan Kabupaten Surabaya.14 Sampai pada awal industrialisasi masuk di Gresik dengan didirikannya pabrik Semen Gresik pada tahun 1953, kehidupan ekonomi Gresik mulai tumbuh dengan masuknya investasi-investasi industri lain yang masuk Kabupaten Gresik, sehingga saat itu Kabupaten Surabaya di hapuskan dan pada tahun 1974 melalui PP 38/1974 tetang perubahan nama Kabupaten Surabaya pada 1 November 1974.15 Sehingga sampai sekarang Gresik menjadi Kabupaten tersendiri setelah penghapusan Kabupaten Surabaya                                                             14 Gitgita, “Sejarah Asal Mula dan Nama Kota Gresik”, http://sejarahunik.net/2018/01/15/sejarah-kota/sejarah-asal-mula-dan-nama-kota-gresik/ (Minggu, 15 April 2018, 03.00) 15“Bedah Buku Rekam Jejak DPRD Gresik, Esensi Penetapan Hari Jadi Kota Gresik”, http://duta.co/2017/10/13/bedah-buku-rekam-jejak-dprd-gresik-esensi-penetapan-hari-jadi-kota-gresik/ (Minggu, 15 April 2018, 03.00) 
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76   B. Kondisi Geografis Kabupaten Gresik  Kabupaten Gresik terkletak di sebelah barat laut ibu kota Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, dengan luas wilayah 1.191,25 kilometer persegi.16 Secara Geografis Gresik terletak antara 122˚-113˚ Bujur Timur dan 7˚-8˚ Lintang Selatan. Merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter.17 Secara Geografis selain Gresik merupakan daerah pantai, Gresik juga memiliki garis pantai yang cukup panjang, dari Kecamatan Panceng sampai Kecamatan Kebomas, selain itu di wilayah Gresik bagian utara banyak bukit-bukit kapur dan sebagain besar pesisir merupakan daerah rawa-rawa seperti di Kecamatan Manyar, Bungah, Panceng, Dukun, Pangkah dan Sedayu. Sedangkan di bagian selatan merupakan daerah lahan perswahan dan bukit-bukit yang cocok untuk di buat perkebunan. Selain itu Gresik juga memiliki wilayah administratif di pulau Bawean yang terletak di sebelah utara pulau Jawa.  Untuk perbatasan wilayah Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Surabaya, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Dan secara administrasi Gresik memiliki 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan. Letak Gresik yang strategis ini menjadikan Gresik masuk dalam wilayah pengembangan Gerbang Kertasusila bersama dengan Bangkalan, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan dan Surabaya. Dengan                                                            16 Pemerintah Kabupaten Gresik, “Geografis Gresik”, http://gresikkab.go.id/profil/Geografis/ (Senin, 16 April 2018, 15.00) 17 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Profil Kabupaten Gresik Tahun 
2017, (Gresik: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, 2017), 3. 
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77   fokus pada pengembangan ekonomi. Apalagi Gresik memang menjadi salah satu kota Industri dengan banyak pelabuhan, karena di dukung dengan letak geografis yang berada di samping selat Madura yang menjadi jalur pelayaran utama di Jawa Timur.              Letak Gresik yang berada di daerah pesisir menjadikan Gresik memiliki curah hujan yang tergolong sedang, khususnya yang berada di daerah utara. Sehingga wilayah Gresik bisa dikatakan cukup panas, apalagi ketika masuk waktunya musim kemarau Gresik bagian utara sangat jarang hujan, bahkan bisa 2-3 bulan tidak ada hujan sama sekali. Meskipun begitu Gresik utara karena banyak sekali pegunungan kapur yang terbentang mulai dari Kecamatan Kebomas sampai Kecamatan Panceng Gambar 3.3 Peta Kabupaten Gresik (Sumber: Pemerintah Kabupaten Gresik) 
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78   menjadikan Gresik memiliki daerah tampungan air alami, karena adanya gunung kapur yang notabenya merupakan spons alami penyerap air, sehingga air tertampung di bawah gunung tersebut. Gresik juga dialiri sungai Bengawan Solo yang muarannya ada di Gresik.menjadikan Gresik memiliki banyak sungai-sungai dari pecahan anak sungai Bengawan Solo, sehingga jika dilihat dari atas wilayah Gresik utara terpisah dengan batas Bengawan Solo seperti pada batas Kecamatan Manyar dan Kecamatan Bungah yang dipisah dengan aliran Bengawan Solo. Sedangkan di pulau Bawean meruapakan pulau memiliki kontur tanah berbukit dengan beberapa pulau-pulai kecil di sekelilingnya.  Sedangkan di Gresik bagian selatan kondisi tanahnya agak berbeda dengan Utara, karena memang letaknya yang bukan di daerah pesisir melainkan sudah masuk di daerah tengah, sehingga cocok sekali digunakan untuk berkebun ataupun digunakan sebagai lahan persawahan. Ini juga karena curah hujan disana agak lebih tinggi dibanding dengan wilayah Gresik utara. Berikut adalah tabel rata-rata curah hujan di Gresik.  Bulan Rata-rata Curah Hujan 2013 2014 2015 2016 Januari 266 350 266 224 Februari 238 224 280 308 Maret 308 294 252 266 April 266 294 252 224 Mei 252 182 266 266 Tabel 3.1 Rata-rata Hujan di Kabupaten Gresik 
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79   Juni 308 210 0 238 Juli 238 126 0 224 Agustus 14 4 0 140 September 0 0 0 266 Oktober 210 0 0 322 November 266 188 224 224 Desember 336 280 266 224 Jumlah 2.702 2.152 1.806 2.926 Rata-rata 225,5 179,35 150,5 243,83   
C. Kondisi Demografis Kabupaten Gresik Pada akhir 2017 penduduk Gresik tercatat berjumlah 1.313.826  total dari 18 Kecamatan, dengan  perbandingan 50,3% dengan jumlah 661.145 total penduduk laki-laki dan 49,6% dengan jumlah 652.681 total penduduk perempuan. Persebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin bisa dilihat di tabel sebagai berikut.   Untuk tingkat pendidikan di Kabupaten Gresik dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bisa dikatakan bahwa presentase tingkat pendidikan dari total jumlah penduduk masuk dalam kategori cukup baik karena tingkat pendidikan akhir yang dianjurkan oleh negara yaitu minimal pada tingkat sekolah menengah atas sudah terbilang cukup tinggi sekitar 22% dari total jumlah penduduk.18 Ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan tuntutan di jenjang karir apalagi karena Gresik kota Industri sehingga masyarakat Gresik kebanyakan sekarang bekerja di pabrik atau perusahaan-perusahaan yang ada di                                                            18 Yanto, Wawancara. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, 15 Maret 2018. (Sumber: Dinas Pekerjaan Umum (Bidang Pengairan) Gresik) 
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80   Gresik, yang memang yang di butuhkan adalah karyawan atau pegawai dengan minimal tingkat pendidikan akhir di SMA. Berikut adalah prosentase tingkat pendidikan dari total seluruh jumlah penduduk.  Prosentase Tingkat Pendidikan di Kabupaten Gresik  No Tingkat Pendidikan L P Jumlah % 1 Belum Sekolah 132.149 136.518 268.667 20% 2 Belum Tamat SD 50.878 47.661 98.539 7.5% 3 SD 169.266 192.808 362.074 27% 4 SMP 110.429 107.597 218.026 16% 5 SMA 159.591 130.661 290.252 22% 6 D1/D2 661 1.004 1.665 0.1% 7 D3 4.169 6.541 10.710 0.8% 8 D4/S1 28.901 28.785 57.686 4.3% 9 S2 2.048 1.080 3.128 0.2% 10 S3 53 26 79 0.006% Jumlah 1.313.826    Sedangkan untuk keberagaman keagamaan masyarakat di Kabupaten Gresik mayoritas beragama Islam dengan Prosentase sekitar 98% dari total jumlah penduduk dengan jumlah 1.296.498. memang tidak mengherankan karena memang Gresik sebagai salah satu wilayah awal perkembangan Islam yang cukup pesat. Meskipun begitu Gresik juga tetap menjadi sebuah Kabupaten yang plural dibuktikan dengan Tabel 3.2 Prosentase Tingkat Pendidikan Dari Total Jumlah Penduduk (Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik) 
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81   adanya juga agama-agama lain dan beberap aliran kepercayaan yang ada di Gresik. Berikut adalah prosentase keagamaan masyarakat di Kabupaten Gresik.     Sedangkan untuk pekerjaan penduduk di Kabupaten Gresik mayoritas menjadi karyawan swasta, karena sekarang dengan banyaknya kemajuan industri di wilayah Gresik masyarakat banyak yang beralih menjadi karyawan di pabrik atau perusahaan-perusahaan yang ada di Gresik khususnya anak-anak muda di Gresik lebih dominan mereka menjadi karyawan di pabrik di banding bertani maupun yang lainnya. Ini juga dikarenakan masyarakat Gresik menilai penghasilan menjadi karyawan lebih menjanjikan dibanding dengan bertani maupun yang lainnya.  Prosentase Keagamaan Masyarakat di Kabupaten Gresik No Agama L P Jumlah % 1 Islam 625.475 644.023 1.296.498 98% 2 Kristen 5.577 5.631 11.208 0.8% 3 Katolik 1.596 1.575 3.172 0.2% 4 Buddha 350 354 704 0.05% 5 Hindu 1.022 1.002 1.024 0.07% 6 Konghucu 4 3 7 0.0005% 7 Lainnya 121 92 213 0.01% Jumlah 1.313.826 Tabel 3.3 Prosentase Keagamaan Masyarakat di Kabupaten Gresik (Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik) 
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82     Kondisi ini dimulai dari sejak masuknya industri di Kabupaten Gresik pada tahun 1957, dengan industri pertama yang berkembang adalah PT. Semen Gresik yang sekarang menjadi PT. Semen Indonesia. Sejak saat itu gresik berubah menjadi kota industri yang terus berkembang sampai sekarang. Berikut jumlah penduduk dari jenis pekerjaan yang tercatat.  No Jenis Pekerjaan Jumlah No Jenis Pekerjaan Jumlah 1 Belum Bekerja 297.717 23 Mengurus Rumah Tangga 188.685 2 Pelajar/Mahasiswa 229.994 24 pensiunan 2.526 3 PNS 11.975 25 TNI 2852 4 POLRI 922 26 Perdagangan 360 5 Petani/Pekebun 139.558 27 Peternak 52 6 Nelayan/Perikanan 7.888 28 Industri 104 7 Konstruksi 76 29 Transportasi 44 8 Karyawan Swasta 232.693 30 Karyawan BUMN 1.772 9 Karyawan BUMD 117 31 Karyawan Honorer 273 10 Buruh Harian Lepas 11.197 32 Buruh Tani/Kebun 425 11 Buruh Nelayan/Perikanan 76 33 Buruh Ternak 12 12 Pembantu Rumah Tangga 250 34 Tukang Batu  191 13 Tukang Kayu 35 35 Mekanik 6 14 Pendeta 35 36 Pastor 1 15 Wartawan 18 37 Dosen 584 16 Guru 13.320 38 Pengacara 6 17 Arsitek 8 39 Notaris 9 18 Dokter 476 40 Bidan 543 19 Perawat 780 41 Apoteker 49 20 Pelaut 389 42 Sopir 419 21 Pedagang 10.565 43 Perangkat Desa 289 22 Wiraswasta 144.260 44 Lainnya 25.672 Jumlah 1.313.826    Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan (Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik) 
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  D. Lambang Daerah Kabupaten Gresik.          
1. Dasar Lambang DaerahPeraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor: 3 Tahun 1975.
2. Arti Lambang Daeraha. Lambang daerah merupakan cermin yang memberikan suatu deskripsi/gambaran tentang keadaan b. Segi lima, melambangkan Pancasila yang melandasi sosiokultural, historis dan aktifitas ekonomi.                                                          19 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, 

2017, (Gresik: Dinas Komunikasi dan InformatLambang Daerah Kabupaten Gresik. 

Dasar Lambang Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor: 3 Tahun 1975. 
Arti Lambang Daerah19 Lambang daerah merupakan cermin yang memberikan suatu deskripsi/gambaran tentang keadaan daerah. Segi lima, melambangkan Pancasila yang melandasi sosiokultural, historis dan aktifitas ekonomi.                    Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Profil Kabupaten Gresik Tahun Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, 2017), iGambar 3.4 Lambang Daerah Kabupaten Gresik(Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik) 83 Lambang daerah merupakan cermin yang memberikan suatu Segi lima, melambangkan Pancasila yang melandasi sosiokultural, 

Profil Kabupaten Gresik Tahun i. Gresik (Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik) 
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84   c. Warna kuning, melambangkan keluhuran budi kebijaksanaan, sedangkan warna garis tepi hitam melambangkan sifat tetap teguh dan abadi. d. Kubah masjid, melambangkan agama yakni agama Islam. e. Rantai tanpa ujung pangkal, melambangkan kesatuan dan persatuan. f. Segitiga sama kaki sebagai puncak dari kubah masjid, melambangkan bahwa tiada kekuasaan tertinggi selain Tuhan yang maha kuasa. g. Makna rantai berjumlah 45 (empat puluh lima), melambangkan bahwa tahun 1945 merupakan tonggak sejarah tahun peralihan zaman dari masa kolonial penjajahan ke zaman kemerdekaan Indonesia yang jaya dan kekal. h. Gapura berwarna abu-abu muda, melambangkan suatu pintu gerbang pertama masuk dalam suatu tempat/daerah sebagaimana penghubung anatara daerah luar dan dalam daerah. i. Tujuh belas lapisan batu, melambangkan tanggal tujuh belas agustus saat pencetusan revolusi kemerdekaan. j. Cerobong asap, melambangkan bahwa Kabupaten Gresik adalah daerah pengembangan industri, tidak hanya sebagai lambang kota semen, tetapi sebagai kota industri yang letaknya amat strategis bila di tinjau dari persilangan baik darat maupun laut dan udara. k. Perahu layar, ikan, laut dan tanah melambangkan bahwa mata pencaharian rakyat Kabupaten Gresik adalah sebagai nelayan, 
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85   sedangkan tanah melambangkan Gresik adalah wilayah yang berdataran rendah. l. Ombak laut berjumlah delapan, melambangkan bahwa bulan agustus tercetusnya kemerdekaan Indonesia. m. Sesanti atau semboyan yang tertulis dalam lambang Kabupaten Gresik “Satya Bina Kertaraharja” memiliki arti “kesetiaan membina kesejahhteraan”, ini artinya bahwa Kabupaten Gresik dengan titik tolak pertanian, perikanan, perindustrian dan pendidikan harus bekerja keras untuk tercapainya kesejahteraan bersama berdasarkan Pancasila dan UUD 1945  
E. Pemerintahan Kabupaten Gresik  Pemerintahan Kabupaten Gresik di pimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati, dengan dibantu jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik. Bupati pertama Gresik bernama Adipati Poesponegoro, tetapi belum ada yang tau sampai kapan Adipati Poesponegoro memimpin Gresik, karena tidak ada catatan sejarah yang lengkap mengenai hal ini. Tetapi penulis mendapatkan data Bupati dan Wakil Bupati yang pernah memimpin Gresik dari masa kolonial sampai sekarang dalam tabel berikut.     
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86     Bupati dan Wakil Bupati Gresik Nama Bupati Nama Wakil Bupati Periode menjabat RPPA Soerjowinoto - 1934-1937 R.T.A Moesono - 1937-1948 Bambang Soeparto - 1948-1953 R. Widagdo - 1953-1960 R. Soekarso - 1960-1968 Soesanto Bangun Nagoro, SH - 1968-1973 Letkol (L) Soefelan - 1973-1978 Letkol (L) Wasiadji, SH - 1978-1984 Kolonel (MAR) H. Amiseno - 1984-1989 Kolonel (L) Djunansah - 1989-1994 Kolonel (L) H.Soewarso - 1994-1999 Drs. K.H Robbach Ma'sum, MM Ir. Sambari Halim Radianto 2000-2005 Drs. K.H Robbach Ma'sum, MM H. Sastro Suwito 2005-2010 Dr. Ir. Sambari Halim Radianto Drs. H. Muhammad Qosim 2010-2015 Dr. Ir. Sambari Halim Radianto Drs. H. Muhammad Qosim 2015-2019   Untuk pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik tercatat total berjumlah 9.234 yang tersebar di semua Dinas atau Instansi di Kabupaten Gresik. Yang terbanyak untuk PNS di lingkungan pemenrintahan Kabupaten Gresik pendidikan akhirnya adalah S1 sekitar 55% dari Tabel  3.5 Bupati dan Wakil Bupati Gresik (Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik) 
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87   total seluruh PNS yang ada di Kabupaten Gresik. Berikut adalah tabel jumlah PNS menurut jenis kelamin dan pendidikan terakhir.    Sedangkan untuk unit Dinasnya, Kabupaten Gresik memiliki 50 unit Dinas dan Instansi di bawah pemerintahan Kabupaten Gresik, yang berfungsi membantu Bupati dan Wakil Bupati.. Selain itu unit Dinas dan Instansi dibawah Pemerintahan Kabupaten Gresik juga membantu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.20 Di bawah ini adalah daftar Dinas dan Instansi yang ada di Kabupaten Gresik.                                                             20 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Profil Kabupaten Gresik Tahun 
2017, (Gresik: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, 2017), 40. L PSD 92 10 102 1,10%SMP 188 25 213 2,30%SMA 1.147 730 1.877 20,30%D I 12 144 156 1,60%D II 163 299 462 5%D III 201 508 709 7,60%D IV 14 18 32 0,34%S1 2.213 2.877 5.090 55,10%S2 371 201 572 6,10%S3 0 1 1 0,01%Jumlah 4.401 4.813 9.234Jenis kelaminpendidikan Jumlah %Tabel 3.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik) 
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88    No Dinas/Instansi No Dinas/Instansi 1 Sekretariat Daerah 26 Dinas Tenaga Kerja 2 Sekretariat DPRD 27 Dinas Perhubungan 3 Dinas Pendidikan 28 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4 Dinas Kesehatan 29 Dinas Kebudayaan, Pariwisata & Olahraga 5 Dinas Pekerjaan Umum 30 Dinas Koperasi dan UKMPP 6 Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan 31 Dinas Kelautan, Perikanan & Peternakan 7 DPPKAD 32 Bapelitbang 8 Dinas Sosial 33 Inpektorat 9 Badan Kepegawaian Daerah 34 Badan Penanaman Modal dan Perizinan 10 Badan Lingkungan Hidup 35 RSUD Ibnu Sina 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 36 BPPK 12 Badan Narkotika Nasional 37 Kantor Arsip & Perpustakaan 13 BKBPP 38 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 14 Kantor Ketahanan Pangan 39 Badan Pemberdayaan Masyarakat 15 Kantor Polisi Pamong Praja 40 Komisi Pemilihan Umum 16 Sekretariat Kopri 41 Kecamatan Duduk Sampean 17 Kecamatan Wringinanom 42 Kecamatan Kebomas 18 Kecamatan Driyorejo 43 Kecamatan Gresik 19 Kecamatan Kedamean 44 Kecamatan Manyar 20 Kecamatan Menganti 45 Kecamatan Bungah 21 Kecamatan Cerme 46 Kecamatan Sedayu 22 Kecamatan Benjeng 47 Kecamatan Dukun 23 Kecamatan Balong Panggang 48 Kecamatan Panceng 24 Kecamatan Ujung Pangkah 49 Kecamatan Sangkapura 25 Kecamatan Tambak  50  Dinas Informatika dan Informasi   Tabel 3.7 Dinas dan Instansi di bawah Pemerintah Kabupaten Gresik (Sumber: Dinas Informatika dan InformasiKabupaten Gresik) 
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89   Seperti halnya di daerah lain, Gresik juga ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berfungsi sebagai badan legislatif di samping eksekutif dan yudikatif. DPRD  berfungsi sebagai pendengar aspirasi dan pengaduan dari masyarakat, seperti halnya dalam kasus MTA dan warga NU di Gresik pada tahun 2013-2014 DPRD Gresik ikut dalam mengambil tindakan dengan melakukan hearing atau mendengar pendapat dari setiap pihak yang berkonflik yang selanjutnya DPRD akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati dan ikut dalam mengawasi proses penyelesaian. Pada periode 2015-2019 kursi DPRD Kabupaten Gresik ada 50 kursi yang diisi oleh 7 Partai yaitu PAN, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. Berikut tabel jumlah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gresik.  No Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik   Partai L P Jumlah 1 Partai Kebangkitan Bangsa 7 1 8 2 Partai Demokrat 5 1 6 3 Partai Golkar 9 2 11 4  PDI Perjuangan 7 0 7 5 PPP 6 1 7 6 PAN 5 0 5 7 Partai Gerindra 5 1 6 Jumlah 44 6 50  Tabel 3.8 DPRD Kabupaten Gresik (Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik) 
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90   F. Gambaran Umum NU dan MTA Gambaran umum ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai NU dan MTA, sehingga mempermudah pembaca dalam memahami dua organisasi keagamaan tersebut, sehingga pembaca akan lebih mudah dalam memahami perbedaan antara kedua organisasi keagamaan tersebut. Penjelasannya sebagai berikut. 
1. Nahdlatul Ulama Merupakan sebuah organisasi keislaman yang berdiri pada 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H di Surabaya. Nahdlatul Ulama berdiri sebagai sebuah respon atas perkembangan politik islam yang ada di Timur Tengah, yang pada saat itu Raja Syarif Husein yang berkuasa di Hijaz dan berpaham sunni di taklukan oleh Abdul Aziz bin Saud yang berpaham Wahabi pada tahun 1924. Saat itu terjadi pergolakan politik yang cukup tajam, karena secara otomatis setelah Abdul Aziz bin Saud memerintah dia lantas melarang seluruh amliah-amaliah sunni yang selama ini dipraktekan di tanah Arab.21  Abdul Aziz bin Saud saat itu juga ingin memperluas pengaruhnya, tidak hanya di daerah Arab melainkan ke seluruh dunia dengan dasar mengembalikan kebangkitan islam pasca runtuhnya Kesultanan Turki Usmani, sehingga berencana untuk menggelar muktamar khilafah di Makkah dengan tujuan untuk membahas penerus khilafah yang terputus. Seluruh negara islam dan negara dengan mayoritas                                                            21 Soelaiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU Sejarah Istilah Amaliah Uswah (Surabaya: Khalista, 2007), 2. 
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91   pendudukanya muslim mendapat undangan untuk menghadiri muktamar tersebut, termasuk Indonesia. Pada saat itu delegasi Indonesia awlnya berjumlah 3 orang yaitu H.O.S Cokroaminoto mewakili Serikat Islam, K.H Mas Mansur mewakili Muhammadiyah dan K.H Wahab Hasbuallah mewakili kalangan pesantren. Tetapi usul mengenai nama K.H Wahab Hasbuallah dihapus, karena dianggap tidak mewakili sebuah organisasi Islam yang resmi.22 Atas dasar kekecewaan keputusan delegasi untuk menghadiri muktamar khilafah di Makkah, kalangan pesantren akhirnya mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas hal ini, karena di anggap penting sekali untuk segera mendirikan sebuah organisasi keislaman yang mewakili orang-orang pesantren. Sehingga pada 31 Januari 1926 dibentuklah komite Hijaz sekaligus meresmikan organisasi islam Nahdlatul Ulama dengan K.H Hasyim Asy’ari sebagai Rais Aam yang pertama sebagai pucuk pimpinan tertinggi.  Pada 1928 utusan NU diterima oleh Raja Abdul Aziz bin Saud, dan menyampaikan agar Raja Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi tetap menghormati praktik-praktik mazhab. Dan tuntutan tersebut disambut baik oleh Raja Abdul Aziz bin Saud dengan catatan praktik-praktik tersebut harus sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah.23 Reaksi terhadap pembaharuan-pembaharuan yang ada di Indonesia dan kondisi politik internasional, menjadi sebuah landasan                                                            22 Ibid. 23 Abdul Khalik Ridwan, NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik dan Kekuasaan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 44. 
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92   dimana NU berdiri, dengan tujuan sebagai wadah bagi kalangan pesantren untuk mempertahankan tradisi-tradisi yang selama ini ada di Indonesia. Pada awal berdirinya NU, masa itu Indonesia masih dalam kondisi terjajah oleh Belanda melalui VOC, dan NU sebagai sebuah organisasi baru diakui oleh pemerintah Hindia Belanda pada Februari 1930. Dan pertama kali NU memiliki cabang diluar pulau Jawa pada Muktamar ke 5 diplokamirkan berdirinya cabang NU di Martapura, Kalimantan Selatan.24 Ada 2 hal pokok  yang ditulis oleh K.H Hasyim Asy’ari sebagai prinsip dasar organisasi, yaitu Kitab Qanun Asasi dan I’tiqad Ahlusunnah Wal Jamaah. Sehingga kedua kitab tersebut menjadi rujukan dasar bagi NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang keagamaan, sosial maupun politik.25 Dari awal berdiri NU terus ikut berperan besar dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, yang pada masa itu masih terjajah. NU juga berperan besar dalam perjuangan warga Indonesia pada pertempuran 10 November di Surabaya melawan sekutu yang datang bertujuan untuk menguasai kembali Indonesia yang baru saja merdeka pada 17 Agustus 1945. Kalangan pesantren saat itu ikut mengirimkan pasukan Hisbuallah dalam peperangan yang menewaskan salah satu Jenderal besar pasukan sekutu tersebut, yaitu Jenderal Mallaby.                                                            24 Aguk Irawan M.N, Penakluk Badai Novel Biografi K.H Hasyim Asy’ari (Depok: Global Media Utama), 313. 25 https://achmadsyauqie.files.wordpress.com/2012/11/resume-sejarah-dan-tausiyah-nu.pdf  (Rabu, 09 Mei 2018), 2. 
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93   Sebelumnya K.H Hasyim Asy’ari selaku pucuk pimpinan NU saat itu mengundang para ulama dan konsul-konsul NU se Jawa-Madura pada 21-22 Oktober untuk mengambil tindakan atas apa yang sedang terjadi di Indonesia, yang pada akhirnya K.H Hasyim Asy’ari mengeluarkan sebuah fatwa jihad tentang kewajiban setiap muslim Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan.   Keikutsertaan NU dalam perjuangan kemerdekaan tidak hanya pada sebatas resolusi jihad yang bertujuan untuk mengobarkan semangat perlawanan terhadap penjajahan, NU disini juga ikut dalam proses perumusan persiapan kemerdekaan dalam sidang BPUPK dan persiapan-persiapan yang lainnya, diwakili oleh K.H Wahid Hasyim. Dalam perkembangan selanjutnya NU masuk dalam dunia politik awalnya menjadi bagian dari Masyumi sampai pada 1952 NU memutuskan untuk keluar dari Masyumi, ini dikarenakan tokoh-tokoh NU berpandangan bahwa NU tidak lagi mendapatkan tempat di Masyumi, dengan tidak adanya orang-orang NU yang diangkat menjadi Menteri dalam 3 kali periode Kabinet saat itu, yaitu pada Kabinet Halim (21 Januri 1950-6 September 1950), Kabinet Natsir ( 6 September 1950-27 April 1951, dan Kabinet Sukiman ( 27 April 1951-3 April 1952). Selain itu sentimen-sentimen anti-Masyumi dan keuntungan NU masuk dalam Masyumi mulai dipertimbangan sehingga mempercepat proses keluarnya NU dari Masyumi.26                                                            26 Abdul Khalik Ridwan, NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik dan Kekuasaan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 109. 
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94    Keluarnya NU dari Masyumi dan berdiri sendiri sebagai partai NU diperkuat saat Muktamar NU ke-18 di Jakarta pada Mei 1950, yang memutuskan keluar dari Masyumi dan di pertegas dalam Muktamar ke-19 di Palembang pada tahun 1951 memutuskan pemantapan NU untuk keluar dari Masyumi dan baru pada 3 Juli 1952 NU secara resmi berdiri sebagai sebuah partai politik mandiri diluar Masyumi, setelah secara resmi keluar dari Masyumi yang sebelumnya didahului oleh PSII yang juga keluar dari federasi Masyumi.27 Sehingga dalam kurun waktu dari mulai tahun 1952 sampai pada tahun 1971 NU ikut dalam pergulatan politik sebagai sebuah partai politik. Pada tahun 1973 atas dasar dari tekanan rezim orde baru Partai NU dilebur dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama dengan Partai PSII, Parmusi, dan Perti.28  Pada tahun 1984 pada Muktamar ke-27 di Situbondo NU kembali menjadi jati dirinya setelah sebelumnya selama 32 tahun ikut dalam pergulatan politik praktis, setelah hasil Muktamar di Situbondo NU kembali ke khittah 1926 sebagai jam’iyah diniyah (organisasi keagamaan) seperti tujuan awal berdirinya, yang fokus terhadap urusan sosial keagamaan, dakwah dan pendidikan.29 Pada Muktamar di Situbondo ini juga menghasilkan pengurus NU yang baru setelah melalui proses perdebatan yang panjang yang di umumkan oleh K.H R As’ad                                                            27 Abdul Khalik Ridwan, NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik dan Kekuasaan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 110. 28 Ibid, 110-227. 29 Soelaiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU Sejarah Istilah Amaliah Uswah (Surabaya: Khalista, 2007), 21. 
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95   Syamsul Arifin, K.H Abdurrahman Wahid sebagai ketua PBNU dan K.H Achmad Shidiq sebagai Rais Am Syuriah PBNU. Dalam Muktamar ini juga NU sebagai organisasi yang telah lepas dari urusan politik praktismemutuskan bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sebuah perjuangan yang final, dan NU sebagai sebuah organisasi yang aktif dalam perjuangan bangsa warga NU harus senantiasa mewnjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, dan Pancasila diterima sebagai asas sebagaimana hasil keputusan Muktamar tentang deklarasi hubungan islam dan Pancasila.30  Sejak saat itu sampai sekarang NU menjadi sebuah organisasi keagamaan yang fokus terhadap masalah-masalah sosial keagamaan, dan berperan aktif dalam menjaga keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Meskipun dikenal sebagai sebuah organisasi yang mewakili kalangan islam tradisional, NU dalam perkembanganya tidak menutup diri terhadap modernitas dan perkembangan zaman, sehingga tidak hanya masalah agama saja masalah sosial juga mendapat perhatian.   Pembaharuan-pembaharuan pemikiran banyak dilakukan oleh kaum muda NU baik di lingkungan internal maupun eksternal NU, ini juga mendapat dorongan dari berkembangnya wacana islam kontemporer yang digerakkan oleh Gus Dur dan kawan-kawan sehingga banyak memotivasi kaum-kaum muda NU.                                                            30 Abdul Khalik Ridwan, NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik dan Kekuasaan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 268-273. 
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96   Diantaranya di Yogyakarta di bentuk Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS), di Surabaya di bentuk Lembaga Studi Agama dan Demokrasi (eLSAD), dan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia ( Lakpesdam) di Jakarta. Mereka berupaya menjalin hubungan baik dan mengembangkan jaringan baik dari kalangan NU maupun kalangan di luar NU baik muslim maupun non-muslim.31   Di bidang pendidikan NU banyak sekali memiliki lembaga-lembaga pendidikan dibawah naungan Ma’arif NU dan ribuan pesantren yang tesebar di seluruh daerah di Indonesia, selain itu pengembangan pendidikan tidak hanya berhenti pada tingkat dasar, NU dan banyak pesantren-pesantren milik tokoh-tokoh NU juga mengembangkan pendidikan tinggi. Beasiswa-beasiswa juga diberikan oleh NU bagi yang berminat untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri.  Dalam bidang sosial masyarakat NU juga berperan aktif dalam membantu dan membangun hubungan sosial yang baik dengan berbagai golongan, tidak berhenti pada golongan NU saja, golongan di luar NU baik muslim maupun non-muslim NU tetap menjaga hubungan baik, ini merupakan sebagaian komitmen NU untuk menjaga keutuhan NKRI dan bagian dari komitmen NU mengahragai adanya pluralitas, dalam hal ini seperti hasil dari Muktamar ke-29 di Cipasung                                                            31 Shonhadji Soleh, “Konflik Setengah Hati dan Integrasi Tanpa Konsesi: Kajian Tentang Gerakan Pembaruan Nahdlatul Ulama”, dalam Resolusi Konflik Islam Indonesia, ed. Thaha Hamim dkk (Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007),  229. 
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97   Tasikmalaya pada 4 Desember 1994, pada Bab  Ke-5 tentang wawasan Nahdlatul Ulama tentang pluralitas pada poin ke 1,2 dan 6 berbunyi sebagai berikut.32 (1) Nahdlatul Ulama sepenuhnya menyadari kenyataan kemajemukan (pluralitas) masyarakat Indonesia dan meyakininya sebagai sunnatuallah. Pluralitas masyarakat yang menyangkutkemajemukan agama, etnis, budaya, dan sebagainya adalah sebuah kenyataan dan rahmat dalam sejarah islam itu sendiri sejak zaman Rasuluallah. (2) Islam memberikan jaminan dan toleransinya dalam memelihara hubungan bersama dengan meletakkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebersamaan dan kejujuran dalam memelihara kehidupan bersama, dengan tidak mengingkari adanya perbedaan dalam hal tertentu. Dalam wawasan yang demikianlah Nahdlatul Ulama meletakkan tata hubungan dan tiga bentuk ukhwa di atas.33  (1) Lebih dari itu, ukhuwah memang tidak hanya memerlukan keseragaman tetapi juga memerlukan kesediaan untuk “bersatu dalam keaneragaman”. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, ketiga bentuk ukhuwah tersebut hendaknya dilakukan secara proposional, seimbang, dan menurut tuntunan syariat.  Untuk melaksanakan hal ini NU memiliki berbagai badan otonom yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan otonom masing-masing, dan merupakan bagian sayap NU.34 Diantaranya GP Ansor, IPNU, IPPNU, Muslimat NU, Fatayat, PMII dan lain-lain. Selain badan otonom NU juga memiliki banyak organisasi pemuda dan masyarakat di luar badan otonom NU, oragnisasi-organisasi tersebut merupakan sebuah wadah ekspresi bagi warga NU untuk menunjukkan ekspresi mereka di ruang publik, dan juga secara aktif ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial,                                                            32 Abdul Khalik Ridwan, NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik dan Kekuasaan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 481-484. 33 tiga Ukhuwah maksudnya adalah Ukhuwa Islamiyah yaitu hubungan sesama muslim, 
Ukhuwa Wathaniyah yaitu tata hubungan yang menyangkut hal-hal yang bersifat mu’amalah (kemasyarakatan, kebangsaan/kenegaraan), Ukhuwa Basyariyah yaitu hubungan antar manusia yang berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal, meliputi kesamaan martabat kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil dan damai. 34Soelaiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU Sejarah Istilah Amaliah Uswah (Surabaya: Khalista, 2007), 34. 
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98   seperti LAZIZNU (Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama), Kopdarnas sebuah wadah bagi pemuda-pemuda dan santri-santri NU untuk berkumpul dan membuat kegiatan-kegiatan sosial.   Di Kabupaten Gresik sendiri NU sudah mengakar kuat sejak lama, karena Gresik juga termasuk dari wilayah basis warga NU, dengan mayoritas umat muslim di Gresik merupakan warga NU, sehingga tradisi dan amaliyah-amaliyah ala NU sudah menjadi hal yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Berbagai lembaga pendidikan mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai perguruan tinggi di bawah badan-badan otonom NU seperti Maarif dan Muslimat NU, selian itu banyak pula pondok-pondok pesantren yang tersebar di wilayah Gresik dibawah naungan kyai-kyai NU, bahkan banyak diantaranya sudah memiliki sekolah-sekolah formal dari PAUD sampai tingkat perguruan tinggi seperti Pondok Pesantren Qomaruddin yang berada di Kecamatan Bungah, Pondok Pesantren Mambaus Shalihin yang sekarang di bawah naungan K.H Masbuhin Faqih yang berada di Desa Suci Kecamatan Manyar, Pondok Pesantren Daruttaqwa yang berada juga di Suci Kecamatan Manyar dan masih banyak lagi Pondok-pondok Pesantren yang juga memiliki sekolah-sekolah formal selain pendidikan Diniyah dan Salaf.   Jika dinilai di Gresik lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan NU berhasil dalam mengembangkan kualitas pendidikan yang tidak kalah dari sekolah-sekolah negeri. Bahkan beberapa sekolah di bawah Maarif NU ini sudah 
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99   berhasil menjuarai berbagai event internasional dan mendapatkan predikat sekolah bertaraf internasional karena berhasil membangun relasi kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi luar negeri. Dan usaha-usaha untuk terus mengembangkan pelayanan sosial maupun pendidikan  yang dilakukan oleh NU di Kabupaten Gresik secara masif terus dikembangkan. Yang terbaru Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik mulai merintis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama. 
2. Majelis Tafsir Al-Qur’an  Majelis Tafsir Al-Qur’an atau biasa disingkat dengan nama MTA, berdiri di Surakarta pada tanggal 19 September 1972. Didirikan oleh Abdullah Thufail Saputra. Majelis Tafsir Al-Qur’an didirikan dengan tujuan untuk merubah kondisi umat, karena melihat kondisi umat islam saat itu pada dekade 60-an dan awal dekade 70-an yang dipandang berada dalam keadaan yang dianggap terpuruk, sehingga Abduallah Thufail Saputra memiliki pemikiran bahwasanya cara untuk merubah keadaan umat adalah memperbaiki ajaran umat islam agar kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits, dan memiliki pemahaman yang baik terhadap Al-Qur’an.35 Keadaan ini ditemukan oleh Abduallah Thufail Saputra saat dia berkeliling Indonesia, karena profesinya saat itu sebagai seorang pedagang.  Pola dakwah dan organisasi Majelis Tafsir Al-Qur’an bisa digolongkan sebagai islam puritan dimana semangat pergerakan organisasi mereka adalah                                                            35 http://mta-online.com/sekilas-profil/ (Kamis, 28 Juni 2018, 14:10). 
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100   kembali terhadap Al-Qur’an dan Hadits, mereka menolak segala bentuk hal yang dianggap Bid’ah, tahayyul dan khurafat. Dalam menjalankan tujuan organisasi sebagai sebuah lembaga dakwah agama juga banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan sosial dibawah naungan Majelis Tafsir Al-Qur’an. Sehingga MTA juga secara resmi mendaftarkan diri sebagai lembaga resmi yang berbadan hukum, dan menjadi Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur’an dengan akta notaris R. Soegondo Notodisoerjo di Surakarta dengan nomor 23 tahun 1974, dan dikukuhkan untuk memenuhi ketetapan sesuai dengan Undang-undang RI No. 28 Tahun 2004, yayasan MTA di daftarkan kembali sebagai yayasan dengan akta notaris Budi Yojantiningrum, notaris di Karanganyar, nomor 1 tanggal 6 September 200, dan disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM dengan keputusan Menteri No. C-2510.HT.01.02.TH 2006, yang ditetapkan tanggal 3 November 2006 dan tercatat dalam berita negara tanggal 27 Februari 2007, N0.17.36  Di Gresik sendiri MTA berdiri atas izin pendirian dari Bupati Gresik dengan izin mendirikan bangunan An./Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur’an Surakarta perwakilan Gresik No : 503.03/398/437.74/2011 yang dibangun di tanah milik Drs. Sugiyanto dengan sertifikat hak milik No : 301: 853/Kb/1981 dengan akta jual beli No : 330-HAT/KBS/V/2010, tanggal 21 Mei 2010.37 Memiliki 2                                                            36 Ibid. 37 Surat atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur’an Perwakilan Gresik, No : 001/U/MTA-Gresik/01/14. Tentang tanggapan penghentian sementara kegiatan MTA di Kab. Gresik, 6 Januari 2014. 
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101kantot cabang yaitu di Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas dan diKecamatan  Menganti.Tetapi MTA perwakilan Gresik masih menjadi kepanjangan tangan dariMTA Surakarta sehingga belum bisa dianggap sebagai lembaga keagamaan resmi,karena belum memiliki izin dari Majelis Ulama Kabupaten Gresik. Sehinggakegiatan MTA di Gresik hanyalah kegiatan-kegiatan dakwah untuk lingkungansendiri dan belum bisa untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan diKabupaten Gresik. Dalam model dakwah mereka MTA di tingkat cabang harusmengikuti aturan sesuai dengan aturan dari MTA pusat di Surakarta sehingga caradakwah dan isi dari pengfajian tersebut harus sesuai dengan MTA pusat. Sehinggabisa dikatakan model lembaga mereka terstruktur dengan rapi. Pengajiandilakukan pada hari Kamis dan Ahad pagi, sekarang MTA dipimpin oleh AhmadSukina, dan sekarang sudah memiliki 539 cabang yang tersebar di seluruhIndonesia.38 38 http://mta-online.com/sekilas-profil/ (Kamis, 28 Juni 2018, 14:30). 
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 102 BAB IV 

KONFLIK SOSIAL WARGA NU DAN JAMAAH MTA DI 

KABUPATEN GRESIK 

 

A. Konflik Majelis Tafsir Al-Qur’an dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Gresik  Dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat konflik tentu saja ada dan tidak akan terlepas dari kehidupann sosial, karena konflik juga berangkat dari interaksi sosial masyarakat.1 Meskipun menjadi sebuah hal yang jelas ada dalam sebuah interaksi sosial, bukan berarti dalam interaksi sosial harus ada konflik didalamnya.  Pemahaman yang salah dalam menanggapi perbedaan, entah itu perbedaan budaya maupun ras atau golongan dalam kehidupan sosial sering kali menjadi alasan terjadinya konflik, termasuk juga perbedaan agama dan pemahaman terhadap teks suci. Hamadi B. Husain menjelaskan dengan mengutip penjelasan dari Emile Durkheim bahwasannya sebuah agama memang mengajarkan doktrin keselamatan, tetapi dalam prakteknya sering kali dipahami oleh umat secara eksklusif, sehingga melahirkan sikap fanatisme buta yang cenderung menyalahkan agama lain, dari situlah bisa timbul sebuah konflik.2                                                            1 Doyle Paul Jhonson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Terj. Robert M. Z. Lawang  (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1986), 269. 2 Hamadi B. Husein, “Ambon Manise: Sebuah Upayah Merajut Benang Kusut”,  dalam 
Resolusi Konflik Islam Indonesia, ed. Thoha Hamim dkk (Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007) 
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103    Zainul Hamdi dan Muktafi menjelaskan, mereka yang memiliki sikap eksklusif  memiliki pemahaman bahwa yang berbeda dengan dirinya dianggap sebagai sebuah kesesatan dan bentuk penyimpangan dari fungsi kodrati, sehingga harus dipertobatkan, jika tidak bisa maka harus disingkirkan.3 Pemahaman akan teks suci yang dipahami hanya sebatas tekstual menjadi penyebab dari munculnya paham eksklusif ini, selain itu sikap kurang terbuka menjadikan dirinya semakin tertutup dan menganggap yang diluar dari golonganya adalah salah.  Konflik antara MTA Perwakilan Kabupaten Gresik dan warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Gresik, merupakan salah satu dari konflik intern agama yang berangkat dari pemahaman keagamaan yang berbeda antara keduanya yang tidak dapat dimanajemen dengan baik. Konflik ini terjadi sekitar 4 tahun yang lalu, sekitar tahun 2013-2014. Tetapi sejak tahun-tahun sebelumnya sudah muncul benih-benih penyebab konflik.  MTA di Kabupaten Gresik diketahui belum memiliki izin dari instansi-instansi terkait dengan izin berdirinya sebuah lembaga keagamaan, seperti ke MUI Kabupaten Gresik, Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik dan Kesbangpol Kabupaten Gresik. MTA Perwakilan Kabupaten Gresik hanya mengantongi izin pendirian dari Bupati Gresik. Hal ini memancing reaksi dari sebagian masyarakat Kabupaten Gresik. Salah satu media online menyebutkan bahwasannya MTA tidak pernah ada izin kepada warga setempat untuk mendirikan sebuah kantor perwakilan cabang di Kelurahan Sidomoro, melainkan mereka hanya                                                            3 Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, “Intoleransi, Ujaran Kebencian, Hingga Dialog Antar Iman”, dalam Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia, ed. Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi (Jakarta:  Daulat Press, 2017), 24. 
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104   menyebutkan ingin membangun sebuah Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), sehingga warga merasa tertipu dengan MTA Perwakilan Gresik. Ini dijelaskan oleh bapak Herman selaku ketua RT V Kelurahan Sidomoro.4   “Pengurus MTA awalnya ijinnya ke kami hendak membangun TPA. Tapi pada kenyataannya mereka membangun gedung untuk MTA yang sebelumnya pernah diberitakan oleh media bahwa fahamnya dianggap sesat oleh warga”  Ruwito selaku Kepala Kelurahan saat itu yang sekarang menjabat sebagai Kepala Kelurahan Tlogo Patut, menjelaskan pihak Kelurahan saat itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika MTA mendirikan kantor perwakilan mereka di Kelurahan Sidomoro, karena MTA sudah mengantongi izin pendirian bangunan dari bapak Bupati Gresik. Sehingga pihak Kelurahan tidak bisa menolak keberadaan MTA karena Kelurahan tidak memiliki wewenang, ketika Bupati sudah memberikan izin maka Kelurahan harus patuh dengan Bupati.5 Bahkan ditambahkan oleh bapak Hidayat selaku Kepala Trantib Kelurahan Sidomoro saat itu yang sekarang menjabat sebagai Kepala Kelurahan Sidokumpul, bahwa pihak Kelurahan Sidomoro saat itu tidak tahu menahu atas dibangunnya kantor MTA Perwakilan Gresik tersebut, karena sebelumnya MTA tidak pernah berkoordinasi dengan pihak Kelurahan.6   Hal ini menunjukan bahwa posisi otoritas memegang hal yang cukup penting dalam sistem sosial, Dahrendorf menjelaskan bahwasanya dalam kehidupan masyarakat selalu ada asosiasi seperti Negara, Partai dan lainnya, dan                                                            4 Mohammad Ridwan, “Warga Kebomas Gresik Resahkan Pengajian MTA”, http://lensaindonesia.com/2012/12/06/warga-kebomas-gresik-resahkan-pengajian-mta/ (Rabu, 18 April 2018, 05.00) 5 Ruwito, Wawancara, Kelurahan Tlogo Patut, 26 Juni 2018. 6 Hidayat, Wawancara, Kelurahan Tlogo Patut, 26 Juni 2018. 
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105   dalam asosiasi tersebut memiliki 2 kelas kelas yang  memiliki kewenangan dan kelas yang tidak memiliki kewenangan.7 Jika kewenangan yang dimiliki bisa digunakan dengan baik maka tidak akan timbul sebuah konflik, tapi jika kewenangan tersebut digunakan untuk hal yang kurang tepat maka bisa saja akan menimbulkan sebuah konflik sosial. Pentingnya menimbang kebijakan sebelum disahkan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh otoritas yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan tersebut, potensi gesekan sosial harus juga dipertimbangkan.  Pernyataan Herman dalam media online juga menyebutkan bahwa sebenarnya MTA Perwakilan Gresik didirikan di Jl. Veteran, tetapi karena sebab yang sama mereka diusir oleh warga dan pindah di Kelurahan Sidomoro. Herman juga menambahkan bahwa sebelumnya banyak warga yang simpati dengan pengajian MTA, namun karena warga sudah mengetahui dan merasa ada yang salah dengan pengajian MTA maka warga mulai enggan untuk mengikuti pengajian MTA.8 Hal yang sama juga  disampaikan oleh bapak Naim Ubaidillah salah satu warga Kelurahan Sidomoro, pak Naim menjelaskan kalau dulu memang ada beberapa warga sekitar Sidomoro dan dari beberapa daerah di Kabupaten Gresik ikut pengajian MTA, tetapi sejak warga mulai mengetahui apa yang                                                            7 Ralf Dahrendorf, Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Terj. Ali Mandan (Jakarta: Rajawali, 1986), 194-195. 8 Mohammad Ridwan, “Warga Kebomas Gresik Resahkan Pengajian MTA”, http://lensaindonesia.com/2012/12/06/warga-kebomas-gresik-resahkan-pengajian-mta/ (Rabu, 18 April 2018, 05.00) 
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106   diajarkan MTA berbeda dari pemahaman dan tradisi masyarakat sekitar warga mulai resah dan banyak yang tidak ikut lagi pengajian di MTA.9  Keresahan terhadap keberadaan Majelis Tafsir Al-Qur’an di Kabupaten Gresik tidak hanya terjadi di Kelurahan Sidomoro, di beberapa daerah Kabupaten Gresik sebagian masyarakat merasa terganggu dan resah dengan keberadaan MTA dan kegiatan-kegiatan pengajian mereka. Menurut Muhammad Faizin selaku ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Gresik yang dimuat disalah satu media online, GP Ansor Kabupaten Gresik telah menerima laporan dari masyarakat Gresik khsusunya dari warga Nahdliyin mengenai kegiatan pengajian MTA, dan semua laporan itu meminta agar MTA di Kabupaten Gresik di bubarkan.10   Sebelumnya menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Ahmad Nurhamim yang dimuat dalam salah satu media online beberapa waktu sebelum GP Ansor mengambil sikap atas MTA, mengatakan bahwa. “Beberapa waktu lalu ada sekelompok masyarakat yang hendak menyerbu MTA, karena menurut mereka MTA mengharamkan tahlil, namun kami berusaha untuk mendinginkan persoalan. Sebab hal itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Kami berharap eksekutif segera mengambil tindakan”11  Penolakan terhadap MTA ini bersumber juga dari sikap MTA yang tidak bisa menghormati budaya tradisi keagamaan masyarakat sekitar Kabupaten Gresik                                                            9 Naim Ubaidillah, Wawancara, Kelurahan Sidomoro, 03 April 2013. 10“Ansor Desak Pemkab Tutup MTA”, http://www.surabayapagi.com/read/109252/2013/12/14/ansor-desak-pemkab-tutup-mta/ (Rabu, 18 April 2018, 03.00) 11 Mohammad Ridwan, “Warga Kebomas Gresik Resahkan Pengajian MTA”, http://lensaindonesia.com/2012/12/06/warga-kebomas-gresik-resahkan-pengajian-mta/ (Rabu, 18 April 2018, 05.00) 
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107   yang notabennya merupakan warga NU. Selain itu isi dakwah mereka yang sesekali mengkritik cara keberagamaan masyarakat sekitar yang masih kental dengan tradisi lokal, menjadikan MTA semakin ditolak oleh masyarakat, dan masyarakat semakin resah dengan keberadaan mereka. Keresahan warga merupakan sebuah faktor alami dalam sisi psikologis manusia, karena seperti yang dijelaskan oleh Hobbes bahwasannya manusia memiliki materialisme mekanik yang diwujudkan dalam stimulus-respons, bagaimana manusia menerima stimulus dan merespons sebuah hal atas dasar stimulus tersebut, sehingga ketika manusia tersebut memiliki selera dan keinginan karena stimulus terhadap obyek tersebut baik maka otomatis manusia tersebut bergerak kearah obyek begitu juga sebaliknya jika stimulus yang diterima buruk maka dia akan menjauh dari obyek.12   Ini juga di jelaskan oleh Naim Ubaidillah bahwasanya jika menilai cara dakwah MTA itu bagus dalam hal menyemangati umat untuk beribadah, tetapi kekurangan mereka adalah cepat memvonis orang yang berbeda dengan mereka adalah sesat dan kafir, tanpa ada dasar hukum yang jelas, selain itu ketika melakukan pengajian terkadang MTA sengaja membesarkan volume speaker agar terdengar sampai luar gedung, sehingga masyarakat sekitar dapat mendengarkan pengajian tersebut, akibatnya masyarakat makin resah dengan MTA.13  Pak Naim juga menambahkan sebenarnya saat pembukaan awal kantor MTA Perwakilan Gresik ini, ketua MTA pusat Ahmad Sukina sempat datang dan                                                            12 Achmad Fedyani Saifuddin, Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis 
Mengenai Paradigma (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), 342.  13 Naim Ubaidillah, Wawancara, Kelurahan Sidomoro, 03 April 2018. 
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108   ada juga bapak Bupati Gresik yang turut hadir, saat ceramah pembukaan tersebut Ahamd Sukina menyampaikan kalau MTA harus menghormati perbedaan kultur masyarakat sekitar, tetapi faktanya sebaliknya MTA Perwakilan Gresik tidak mentaati apa yang disampaikan oleh Ahmad Sukina.14  Ibu Miswara yang juga salah satu warga di sekitar Kelurahan Sidomoro, juga menjelaskan hal yang sama masyarakat sekitar juga resah dengan model pemahaman keagamaan MTA yang berbeda dengan kultur masyarakat sekitar, misalnya ketika Idul Adhah yang tepat pada hari Jumat, jamaah MTA ketika masuk waktunya sholat Jumat jamaah MTA ini tidak melakukan sholat Jumat, mereka masih meneruskan memotong daging kurban.15  Beberapa tokoh masyarakat Gresik juga menanggapi keberadaaan MTA ini, seperti keterangan dari Zainal Abidin salah satu staff di kantor MUI Kabupaten Gresik, Zainal menjelaskan sempat K.H Masbuhin Faqih yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Mambaus Shalihin, menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Gresik untuk segera mengambil tindakan dengan menutup MTA di Kabupaten Gresik, kalau Pemerintah Gresik tidak mau dengan segera mengambil tindakan Kyai Buhin sempat mengancam akan menerjunkan para santri-santrinya untuk berdemonstrasi menuntut Pemerintah Gresik agar segera membubarkan MTA di Kabupaten Gresik.16                                                            14 Ibid 15 Miswara, Wawancara, Kelurahan Sidomoro, 02 April 2018. 16 Zainal Abidin, Wawancara, Kantor MUI Gresik, 05 April 2018. 
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109    Sikap eksklusif MTA ini mendorong keresahan warga semakin tinggi, sehingga Gerakan Pemuda Ansor mengambil sikap dengan menuntut Pemerintah Kabupaten Gresik untuk segera menutup MTA. Pada hari Selasa 10 Desember 2013, GP Ansor Gresik mengadakan rapat internal di Kantor PCNU Gresik, membahas permasalahan keberadaan MTA di Kabupaten Gresik, dalam rapat tersebut diputuskan langkah awal GP Ansor akan membuat spanduk penolakan terhadap MTA yang akan di pasang disetiap PAC GP Ansor di hampir seluruh wilayah Gresik. Bertujuan sebagai tekanan awal dan melihat respon dari MTA maupun Pemkab Gresik.17  Tindakan GP Ansor dan reaksi-reaksi dari tokoh NU merupakan sebuah bentuk protektifitas, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun rasa cinta terhadap identitas kelompok bisa saja mendasari terjadinya konflik karena akibat dari faktor eksternal yang dianggap mengancam dan menganggu kelompoknya.18  Pada tanggal 12 Desember Komisi D DPRD Gresik mengadakan rapat dengan pihak MTA untuk mengklarifikasi keresahan masyarakat terhadap keberadaan MTA di Kabupaten Gresik dipimpin langsung oleh ketua Komisi D Chumaidi Maun, dalam rapat tersebut Komisi D DPRD Gresik menyimpulkan dan memberikan rekomendasi kepada Pemda Gresik untuk menghentikan sementara kegiatan MTA guna meredam keresahan masyarakat, surat tersebut diteruskan kepada Bupati Gresik pada tanggal 30 Desember 2013 dengan surat pengantar dari ketua DPRD Gresik saat itu Zulfan Hasyim. Ini didasarkan dari                                                            17 “GP Ansor Gresik Siap Melwan Majelis Tafsir Al-Qur’an”, http://gresik.co/gp-ansor-gresik-siap-melawan-majelis-tafsir-al-quran/  (Kamis, 19 April 2018, 14.00)  18 Hakimul Ikhwan Affandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman Elaborasi Pemikrian Ibn 
Khaldun (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 10. 
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110   hasil temuan pelanggaran yang dilakukan oleh MTA Gresik menurut Komisi D DPRD Gresik diantaranya. (1) Selaku lembaga pendidikan non formal, MTA belum mematuhi apa yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, yang mana dalam penyelenggaraannya wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama. (2) Sebagai lembaga keagamaan, apa yang diajarkan oleh MTA tidak sesuai dengan adat yang ada di masyarakat. (3) Dalam pendirian lembaga, maka Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur’an tidak pernah melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitarnya sehingga ketika melaksanakan kegiatannya menimbulkan keresahan masyarakat.19  Gerakan Pemuda Ansor Gresik selnjutnya menemui pihak MUI Kabupaten Gresik pada 13 Desember 2013 yang saat itu masih dipimpin oleh K.H Chusnan Ali, GP Ansor menyampaikan kepada Kyai Chusnan bahwasanya Ansor Gresik menginginkan MTA di Gresik untuk di bubarkan karena dinilai telah meresahkan masyarakat. Menyikapi hal tersebut ketua MUI Gresik meminta kepada segenap pengurus Ansor dan Banser untuk tetap menahan diri, demi menjaga suasana Gresik tetap kondusif, Kyai Chusnan juga menyampaikan sudah ada pertemuan antara semua elemen keagamaan dengan Pemkab Gresik dan sudah disepakati bahwa keberadaan MTA dinilai sudah meresahkan masyarakat, dan forum meminta agar Pemkab melakukan penutupan pada semua kegiatan MTA. Setelah bertemu dengan MUI Gresik, GP Ansor Gresik segera menyerahkan surat pernyataan penolakan terhadap MTA kepada Bupati di Kantor Bupati Gresik.20                                                            19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat), Laporan Rapat Kerja No : 23/Kom-D/XII/2013, Tentang Klarifikasi Keresahan Masyarakat Terhadap Keberadaan dan Ajaran Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA). 12 Desember 2013. 20“Ansor Desak Pemkab Tutup MTA”, http://www.surabayapagi.com/read/109252/2013/12/14/ansor-desak-pemkab-tutup-mta/ (Rabu, 18 April 2018, 03.00) 
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111    Setelah GP Ansor Gresik mengirimkan surat pernyataan dan permohonan krpada Pemkab Gresik untuk bersedia menutup MTA Perwakilan Gresik, masalah ini langsung diambil oleh Pemkab Gresik dan Kesbangpol ditunjuk untuk menangani masalah ini.  
B. Resolusi Konflik NU Dengan Majelis Tafsir Al-Qur’an di Kabupaten Gresik  Dalam menyelesaikan konflik sosial, Pemerintah Kabupten Gresik adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam usaha-usaha penyelesaian konflik, hal ini di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Pasal 9 menyebutkan bahwasanya Pemerintah Daerah Berkewajiban meredam potensi konflik dalam Masyarakat.21 Dalam kasus konflik skala kabupaten kota diatur status keadaan konflik dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) menyebutkan: (1) Dalam status keadaan konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota bertanggung jawab atas penanganan konflik kabupaten/kota. (2) Dalam penanganan konflik skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota wajib melaporkan perkembangan penanganan konflik kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait serta DPRD kabupaten/kota.22 Selanjutnya untuk kelembagaan perangkat dalam penyelesaian konflik diatur dalam pasal 40 yang menyebutkan.                                                            21 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 9. 22 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 23. 
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112   Kelembagaan penyelesaian konflik terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.23  Setelah adanya desakan dari beberapa elemen masyarakat dan instansi keagamaan, tentang keresahan masyarakat atas keberadaan MTA di Kabupaten Gresik, Kesbangpol pada tanggal 16 Desember 2013 meminta keterangan kepada pihak MTA.24 Menurut Eko Adi Waludjo selaku kepala Kesbangpol saat itu, menjelaskan bahwa Kesbangpol masih melakukan pengawasan terhadap MTA, ini dikarenakan Kesbangpol tidak bisa secara langsung menutup MTA, karena belum ada bukti-bukti MTA melakukan pelanggaran, tetapi jika memang ada pelanggaran Kesbangpol akan langsung menutup MTA, maka dari itu Kesbangpol masih melakukan kajian dan pengawasan terhadap MTA.25  Menurut bapak Nugroho selaku Pegawai Pemerintahan di Kantor Kecamatan Kebomas yang sempat mengetahui kejadian konflik tersebut, menjelaskan bahwa sempat  beberapa kali diadakan rapat di Kantor Kecamatan Kebomas bersama dengan MUI Kecamatan Kebomas, perwakilan MTA, perwakilan dari GP Ansor, pihak Kelurahan Sidomoro, pihak Kecamatan Kebomas dan pihak dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik yang difasilitasi oleh Kesbangpol Gresik.26 Pada tanggal 23 Desember 2013 pada rapat di Pendopo Kecamatan Kebomas yang difasilitasi oleh Kesbangpol                                                            23 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 40. 24 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Berita Acara Permintaan Keterangan, 16 Desember 2013. 25 “Bakesbangpol Gresik Ragu Tutup Aktifitas Majelis Tafsir Al-Qur’an”, http://www.kiblat.net/2013/12/14/bakesbangpol-gresik-ragu-tutup-aktifitas-majelis-tafsir-alquran/ (Jumat, 20 April 2018, 16.00). 26 Nugroho, Wawancara, Kantor Kecamatan Kebomas, 25 Juni 2018. 
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113   Kabupaten Gresik, menghasilkan keputusan untuk menutup segala bentuk kegiatan Majelis Tafsir Al-Qur’an, karena dianggap meresahkan masyarakat.27  Adanya musyawarah dalam menyelesaikan masalah ini, karena dalam Undang-undang sudah ditentukan, penyelesaian konflik harus melalui musyawarah mufakat, yang diatur juga dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Konflik Sosial. Untuk tugas dan fungsi satuan tugas penyelesai konflik sosial diatur dalam pasal 43 ayat (1) sampai (3) yang menyebutkan bahwa. (1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial bertugas menyelesaiakan konflik sosial melalui musyawarah untuk mufakat. (2) Penyelesaian Konflik melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik. (3) Dalam hal penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaianya dilakukan melalui pengadilan.28  Pada tanggal 24 Desember 2013 diadakan rapat di ruang rapat Putri Cempo Gedung Pemerintahan Kabupaten Gresik, untuk menindak lanjuti hasil temuan intelejen, bahwasanya sesuai dengan temuan yang ada kegiatan MTA di Kabupaten Gresik banyak mengundang protes oleh sebagian masyarakat. Hadir dalam rapat tersebut diantaranya Bupati Gresik, Wakil Bupati Gresik, Dandim 0817 Gresik, Kapolres Gresik, Kepala Kejaksaan Gresik, Asisten I Setda Gresik, Kabag Hukum Kabupaten Gresik, Kementrian Agama Gresik, Ketua FKUB Gresik, MUI Gresik, Kepala Kesbangpol Gresik, Ketua PCNU Gresik, Banser Kabupaten Gresik, Kasat Intel Polres Gresik, Pasi Intel Kodim 0817 Gresik,                                                            27 Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Gresik, Surat Nomor 030/PC/SR-1/XII/2013 Kepada Bupati Gresik, Tentang Penutupan Kegiatan Majelis Tafsir Al-Qur’an di Kabupaten Gresik. 25 Desember 2013. 28 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 43. 
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114   Kabag Kesra Setda Gresik, Camat Kebomas, Kapolsek Kebomas dan KUA Kecamatan Kebomas.29   Rapat tersebut menghasilkan beberapa poin yang diputuskan dan disepakati bersama untuk menutup sementara Majelis Tafsir Al-Qur’an yang dipimpin oleh Sugiyanto, dan menunjuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik agar segera membuat surat penghentian sementara kegiatan Majelis Tafsir Al-Qur’an. Selain memutuskan pemberhentian sementara dalam rapat tersebut juga ada poin-poin lain yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah ini, diantaranya meminta Camat Kebomas agar meminta tanda tangan warga sekitar yang merasa resah dengan keberadaan MTA, yang selanjutnya meminta lembaga-lembaga keagamaan, FKUB dan ormas-ormas yang lain, yang tidak setuju dengan keberadaan MTA agar membuat surat keberatan atas keberadaan MTA yang ditujukan ke Bupati.30  Pada tanggal 2 Januari 2014, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengeluarkan surat penghentian sementara tanpa batas waktu yang ditentukan atas seluruh kegiatan MTA di Kabupaten Gresik. Dasar dari dikeluarkannya surat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi pada tanggal 24 Desember 2014, dan didukung dengan beberapa ormas dan instansi keagamaan yang memberikan rekomendasi secara tertulis diantaranya. (1) Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik Nomor: 81/MUI/KAB.G/XII/2013 Tanggal 24 Desember 2013 Perihal Kegiatan MTA (Majelis Tafsir Al-Qur’an)                                                            29 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Notulen Rapat Koordinasi Membahas Majelis Tafsir Al-Qur’an Kabupaten Gresik, 24 Desember 2013. 30 Ibid 
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115   Kabupaten Gresik yang pada pokoknya MTA Kabupaten Gresik dipandang perlu untuk diberhentikan sementara. (2) Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik Nomor: 710/PC/Tanf./L-09/XII/2013 Tanggal 26 Desember 2013 Perihal Pernyataan Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik terkait kegiatan MTA Kabupaten Gresik yang pada pokoknya keberatan atas kegiatan MTA Kabupaten Gresik dan dipandang perlu untuk menutup kegiatan dalam waktu yang ditentukan. (3) Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik Nomor: 003/FKUB-GRESIK/XII/2013 Tanggal 25 Desember 2013 Perihal Akatifitas MTA di Gresik yang pada pokonya Bupati Gresik agar mengambil tindakan atas MTA Kabupaten Gresik dengan mempertimbangkan kerukunan umat beragama. (4) Kepala Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Nomor: 300/97/437.102.16/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Perihal Penyampaian Surat Pernyataan 72 Warga Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas yang pada pokonya keberatan atas berdirinya MTA Kabupaten Gresik dan mendukung dihentikan kegiatan MTA Kabupaten Gresik. (5) Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Gresik Nomor: 028/PC/SR-1/XII/ Tanggal 12 Desember 2013 Perihal Penutupan Kegiatan MTA Kabupaten Gresik yang pada pokoknya Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Gresik keberatan atas berdirinya MTA Kabupaten Gresik dan meminta kegiatan MTA kabupaten Gresik untuk di tutup.31  Pasca dikeluarkannya surat pemberhentian dan tahap-tahap dalam menyelesaikan konflik sudah dianggap terpenuhi, dan seluruh kegiatan MTA diharapkan sudah diberhentikan sesuai dengan surat yang dikeluarakan. Tetapi dalam pelaksanaannya MTA masih tetap berkegiatan seperti biasanya, dan juga untuk membahas atas dikirimkannya surat tanggapan dari MTA Kabupaten Gresik pada tanggal 6 Januari 2014, isi surat tersebut berisi tentang keberatan atas penghentian kegiatan Majelis Tafsir Al-Qur’an Kabupaten Gresik dan Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur’an akan tetap melakukan kegiatan dakwah seperti biasanya dengan dasar-dasar yang dicantumkan dalam surat tersebut.32                                                            31 Pemerintah Kabupaten Gresik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Surat No : 451.48/01/437.77/2014, Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Majelis Tafsir Al-Qur’an di Kabupaten Gresik. 2 Januari 2014. 6 Januari 2014. 32 Yayasan Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) Perwakilan Gresik, Surat No: 001/U/MTA-Gresik/01/14 Kepada Kepala Kesbangpol Kabupaten Gresik.Tentang Tanggapan Penghentian Sementara Kegiatan MTA di Kabupaten Gresik. 6 Januari 2018. 
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116    Maka dari itu diadakan lagi rapat koordinasi tindak lanjut dan evaluasi penghentian sementara kegiatan MTA yang diadakan di Ruang Rapat Kantor Kesbangpol Kabupaten Gresik pada 8 Januari 2014. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai MTA yang tidak mematuhi surat penghentian yang dikeluarkan pada 2 Januari 2014, perwakilan MTA yang mengikuti rapat tersebut merasa keberatan dengan keputusan tersebut karena MTA keberadaannya adalah legal, apabila MTA diberhentikan maka yang berhak memberhentikan adalah Kementrian Hukum dan HAM karena surat izin IMB sudah ada di Kementrian Hukum dan HAM. Tetapi Kasat Intel Polres saat itu menegaskan bahwasanya keputusan yang diambil oleh pemerintah adalah hasil keputusan bersama rapat Forminda, oleh karena itu jika MTA mengajukan pengamanan ke Polres untuk mengadakan kegiatan maka Polres melanggar kesepakatan, oleh karena itu saat itu Kasat Intel Polres meminta kepada MTA untuk mematuhi surat tersebut. Akhirnya MTA bersedia memberhentikan sementara kegiatannya tetapi meminta kejelasan waktu sampai kapan batas waktu kegiatan MTA ini akan diberhentikan.33  Dari sikap MTA yang tidak mematuhi surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Kesbangpol pada 2 Januari 2014, memunculkan reaksi dari teman-teman NU Kabupaten Gresik, sehingga GP Ansor Gresik mengambil tindakan, pada hari Sabtu 25 Januari 2014 dengan mendatangi kantor Majelis Tafsir Al-Qur’an bersama beberapa warga dari Kelurahan Sidomoro yang mendukung ditutupnya MTA dan melakukan aksi demo didepan kantor Majelis Tafsir Al-Qur’an menuntut ditutupnya kantor cabang Majelis                                                            33 Kantor Kesatuan Bangsan dan Politik Kabupaten Gresik, Notulen Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pasca diturunkannya Surat Pemberhentian Sementara. 8 Januari 2018. 
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117   Tafsir Al-Qur’an dan seluruh kegiatannya di wilayah Kabupaten gresik, GP Ansor dan beberapa warga juga membubarkan paksa pengajian yang saat itu digelar di Kantor MTA.34    Pihak Kelurahan Sidomoro saat itu tidak mengetahui GP Ansor dan warga akan melakukan demo dan menutup paksa kantor MTA Perwakilan Gresik. Menurut bapak Hidayat, tiba-tiba saja GP Ansor dan warga datang karena sebelumnya belum ada izin, sehingga saat itu pihak kelurahan hanya mengawasi dan mendampingi bersama dengan Satpol PP dan pihak kepolisian, menjaga agar demonstrasi yang dilakukan tidak sampai terjadi aksi fisik maupun pengerusakan.35  Pasca kejadian demonstrasi didepan kantor MTA Perwakilan Gresik, menurut bapak Karmaji selaku Kepala Sesi Wawasan Kebangsaan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol sendiri tidak bisa melakukan penutupan terhadap MTA Perwakilan Gresik, karena masih merupakan kepanjangan tangan dari MTA pusat yang ada di Solo, sehingga yang bisa dilakukan hanyalah menghentikan seluruh kegiatan untuk sementara. Untuk meredam konflik yang terjadi Pewmerintah Kabupaten Gresik melakukan rapat bersama dengan pihak                                                            34“Dinilai Meresahkan, MTA Ditutup Paksa Anggota Banser dan Ansor”, http://20.detik.com/video-news/2014/01/26/dinilai-meresahkan-mta-ditutup-paksa-anggota-banser-dan-ansor/ (Jumat, 20 April 2018, 05.00) 35 Hidayat, Wawancara, Kelurahan Tlogo Patut, 26 Juni 2018. 
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118   terkait, dan meminta MTA untuk menghentikan seluruh kegiatannya sampai kondisi kembali kondusif.36  
C. Kondisi Pasca Konflik Kondisi lingkungan Kelurahan Sidomoro sekarang memang kembali normal seperti semula, surat penghentian sementaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Gresik terhadap seluruh kegiatan MTA di Kabupaten Gresik, bertujuan untuk mengkondusifkan keadaan supaya konflik tidak tereskalasi..  MTA juga sekarang masih tetap melakukan kegiatannya di kantor mereka yang berada di Jl. Arif Rahman Hakim di Kelurahan Sidomoro, bapak Ruwito selaku Kepala Kelurahan saat itu yang sekarang menjadi Kepala Kelurahan Tlogo Patut menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik juga tidak bisa menutup MTA secara langsung karena yang berhak menutup adalah Kementrian Hukum dan HAM.37 Bapak Nugroho selaku Pegawai Pemerintahan di Kantor Kecamatan Kebomas juga menjelaskan sentimen-sentimen terhadap MTA juga sudah mulai hilang, dan keadaan juga sudah kembali normal.38 Meskipun sekarang MTA agak tertutup tidak seperti sebelumnya saat sebelum terjadinya konflik. Hal ini menjelaskan bahwasanya adanya moel perubahan struktural yang menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubbin dimana dalam penyelesaian konflik  mengahasilkan sebuah residu, residu ini merupakan perubahan-perubahan yang                                                            36 Karmaji, Wawancara, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.  03 April 2018. 37 Ruwito, Wawancara, Kelurahan Tlogo Patut, 26 Juni 2018. 38 Nugroho, Wawancara, Kantor Kecamatan Kebomas, 25 Juni 2018. 
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119   terjadi dalam pihak-pihak yang terlibat langsung dengan konflik dan juga masyarakat disekitar wilayah terjadinya konflik.39 Dalam perubahan-perubahan ini bisa saja dinilai sebagai salah satu fungsi dari konflik tersebut, jika kita mengacu pada penjelasan Lewis Coser bahwasanya konflik tidak hanya menimbulkan kerusakan, karena konflik juga memiliki fungsi positif.40 Diantara konflik bisa saja menguatkan solidaritas kelompok dan juga menyebabkan anggota masyarakat yang awalnya pasif menjadi ikut berperan aktif.41 Ini terwujud dari menguatnya protektifitas dari Majelis Tafsir Al-Qur’an terhadap apa yang ada diluarnya dan juga peran masyarakat ketika adanya penolakan terhadap keberadaan MTA menjadikan mereka turut serta aktif dalam masalah ini.  Warga sekitar Kelurahan Sidomoro juga tidak resah lagi dengan keberadaan MTA, karena jamaah MTA tidak lagi ada yang menghina amaliah-amaliah warga sekitar, sehingga tidak ada timbul benih-benih konflik. Tetapi masih ada pengawasan dari masyarakat sekitar jika saja MTA kembali mengulangi perbuatannya maka masyarakat juga tidak akan tinggal diam, imbuh bapak Naim Ubaidillah.42 Masyarakat Gresik juga sudah tidak ada lagi secara terbuka menolak kehadiran MTA di Kabupaten Gresik, meskipun masih ada beberapa elemen                                                            39 Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubbin, Teori Konflik Sosial, terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 200-214. 40 Irving M. Zeitlin, Memahami Kembali Sosiologi Krtik Terhadap Teori Sosiologi 
Kontemporer, terj. Anshori dkk (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 155-157. 41 Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahan (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 372-373. 42 Ibid. 
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120   Masyarakat yang masih resah dengan keberadaan MTA, tetapi hal itu bisa dimanajemen dengan baik, sehingga tidak berpotensi menimbulkan konflik keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meredam konflik yang terjadi merupakan usaha melalui musyawarah bersama dengan pihak-pihak terkait dan beberapa elemen masyarakat, sehingga bisa menyelesaikan konflik dengan baik. Tanpa menimbulkan eskalasi yang lebih besar.  
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 121 BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini sesuai dengan data yang didapat, 

rumusan masalah dan tujuan penelitian yang menjadi dasar dalam penelitian ini, 

penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Penyebab konflik yang melibatkan warga NU dan jamaah MTA yang terjadi 

di Kelurahan Sidomoro disebabkan karena sikap jamaah MTA yang kurang 

menghormati amaliah-amaliah tradisis keagamaan warga sekitar. Pada 

awalnya warga menerima keberadaan MTA, tetapi karena dalam pengajian 

MTA maupaun ketika berkomunikasi dengan warga jamaah MTA mulai 

menyinggung amaliah-amaliah tradisi keagamaan masyarakat yang 

notabennya mayoritas merupakan warga Nahdlatul Ulama. Konflik ini 

tereskalasi karena beberapa laporan dari berbagai elemen masyarakat hampir 

di setiap daerah di Kabupaten Gresik melaporkan keresahan mereka terhadap 

pengajian-pengajian MTA di daerah mereka kepada GP Ansor, sehingga saat 

itu GP Ansor tergerak untuk berdemonstrasi dan menuntut di tutupnya 

kegiatan MTA di Kabupaten Gresik. Reaksi GP Ansor ini juga mengundang 

tanggapan dari tokoh masyarakat salah satunya K.H Masbuhin Faqih yang 

mengancam jika Pemerintah Kabupaten Gresik tidak menghentikan dan 
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122   menutup kegiatan MTA di Kabupaten Gresik maka K.H Masbuhin Faqih siap 

untuk mengerahkan para santrinya untuk berdemonstrasi menuntut ditutupnya 

MTA di Kabupaten Gresik. Maka dari itu saat itu konflik ini mulai ada 

kemungkinan tereskalasi semakin luas jika tidak segera ditangani. 

2. Dalam upaya penanganan konflik hal pertama yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Gresik adalah pengawasan terhadap Majelis Tafsir Al-

Qur’an saat terjadinya demonstrasi sampai pada pasca diturunkannya surat 

pemberhentian sementara kegiatan MTA Kabupaten Gresik. Pengawasan ini 

bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kekerasan dan pengerusakan 

sehingga Pemerintah Gresik berusaha meredam konflik agar jangan sampai 

tereskalasi semakin luas. Beberapa kali pertemuan dengan pihak-pihak terkait 

juga beberapa kali dilakukan yang difasilitasi langsung oleh Kesbangpol 

Kabupaten Gresik, yang puncaknya pada 24 Desember 2014 sepakat untuk 

menutup sementara kegiatan MTA sampai batas waktu yang tidak ditentukan, 

keputusan ini diambil karena Pemerintah Kabupaten Gresik juga 

berkoordinasi dan meminta masukan dari ormas-ormas keagamaan dan 

instansi pemerintah yang mengurusi masalah sosial keagamaan dan 

kerukunan antar umat beragama, sehingga keputusan ini bukan keputusan 

sepihak yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Surat resmi 

pemberhentian dikeluarkan oleh Kesbangpol pada 2 Januari 2014. Pemerintah 

Kabupaten Gresik dalam hal penyelesaian konflik ini sudah memenuhi sesuai 

aturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik 

Sosial. Meskipun pasca diturunkannya surat pemberhentian kegiatan MTA 
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123   Gresik dalam praktiknya tidak memenuhi aturan tersebut dengan baik, tetapi 

Pemerintah Gresik melalui rapat koordinasi membahas evaluasi pasca 

diturunkannya surat pemberhentian kegiatan MTA Gresik, dengan melibatkan 

pihak-pihak terkait dan tokoh masyarakat berhasil meyakinkan MTA untuk 

mentaati surat tersebut, dengan tetap ada koordinasi baik dengan Pemerintah 

Daerah. 

3. Untuk kondisi pasca konflik keadaan di Kelurahan Sidomoro kembali normal, 

dan konflik sudah berhasil diredam, penulis sendiri juga belum menemukan 

keterangan sampai batas waktu kapan saat itu MTA diberhentikan, karena 

semenjak diturunkannya surat pemberhentian dan rapat terakhir membahas 

tentang evaluasi pasca konflik seiring berjalannya waktu masalah ini tidak 

lagi muncul konflik. Kondisi sosial masyarakat juga kembali normal, MTA 

juga sekarang sudah kembali beraktifitas seperti biasa dan mengadakan 

pengajian setiap hari Kamis dan hari Minggu. Tetapi perbedaannya saat 

sebelum dan sesudah terjadinya konflik MTA Kabupaten Gresik sudah tidak 

lagi menyinggung amaliah-amaliah warga sekitar yang notabennya mayoritas 

warga NU, meskipun penulis masih menemukan keluhan beberapa warga 

yang tidak suka dengan sikap jamaah MTA yang terkadang menganggu 

lingkungan seperti parkir sembarangan dan sebagainya, tetapi hal tersebut 

belum memiliki potensi untuk menjadi sebuah konflik terbuka. Selain itu 

setelah penyelesaian konflik MTA Perwakilan Gresik yang berada di 

Kelurahan Sidomoro menjadi agak tertutup, meskipun begitu kondisi sosial 

masyarakat masih tetap terjaga. 
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124    

B. Saran 

Saran-saran yang sekiranya perlu disampaikan oleh penulis dari hasil 

penelitian ini, sebagai masukan untuk Pemerintah Kabupaten Gresik adalah 

seharusnya Pemerintah Gresik sebelum memberikan izin kepada sebuah ormas 

untuk bisa membangun kantor perwakilan mereka, sebaiknya bisa di 

koordinasikan dengan instansi-instansi terkait seperti FKUB, Kemenag, MUI, dan 

juga melihat kondisi sosial masyarakat apakah cocok jika ormas tersebut 

diberikan tempat di wilayah tersebut. Yang seharusnya juga ada kajian-kajian 

sosial yang dilakukan sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan apakah tempat 

tersebut cocok jika ormas tersebut diberikan tempat disana. Sehingga bisa 

menghindari terjadinya konflik dikemudian hari yang mungkin saja bisa terjadi. 
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